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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) ,
khususnya Perpu WNo. 1 Tahun 2004 menjadi perbincangan menarik dan
hangat diantara parda pengelola Negara dalam melaksanakan
Pemerintahan yang di amanatkan kepada Pemerintahan Presiden Megawati
Spekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan cleh Pemerintah dan mendapat
persetujuan oleh Dewan Perwakilan BRakyat telah menjadi polemik bagil
berbagai pihak. Jika dilihat dari lahirnya Perpu tersebut vyang
dilandasi oleh kepentingan ekonomi, dalam hal ini kepentingan
investasi. Untuk itu, menjadi hal vac menarik untuk dikaji lebih
jauh apa latar belakang sesungguh dari dikeluarkannya Perpu tersebut.
Apakah investasi di bidang pertambanjan di Indonesia ini, memang
dibutuhkan pengaturan dengan menggunakan PERPU. Untuk mengetahui
lebih mendalam terhadap hal di atas, maka diperlukan penelitian
yang berkaitan dengan lahirnya Perpt 1 Tahun 2004 dan kajian
terhadap penggunaan kawasan Eehutanin untuk keperluan investasi
dalam bidang pertambangan ini. Meto e yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukam normatif dan studi
kepustakaan. Untuk memperkuat dan wvalidasi data Jjuga dilakukan
wawancara dengan informan, terutama yang berkaitan dengan penentu
kebijakan dan pihak wvang terkena kebijakan. Dari hasil studi
ditemukan beberapa permasalahan berupa kegiatan usaha vyang
diperbolehkan di kawasan hutan (Hutan Lindung), usaha pertambangan
pada kawasan huotan, tumpang ti.dih perizinan, dan kepastian
investasi dalam bidang pertambangai. Perijinan usaha pertambangan
di hutan lindung secara hukum dilzr-ang sebagaimana ditentukan dalam
Undang-undang Kehutanan No. 5 Tahu 1967 tentang Eetentuan-Ketentuan
Pokok Kehutanan maupun Undang-Unlang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Namun pada kenyataannya, penambangan di kawasan hutan
sudah berijalan dengan sistem pinjai pakal kawasan hutan yang diatur
oleh Keputusan Menteri Kehutan n. Lahirnya Keputusan Menteri
Kehutanan vyang mengatur Pinjam Pakal Kawasan Hutan tersebut
merupakan produk politik Pemerintah pada saat itu yang mempunyai
pengaruh sangat kuat. Dampaknya, setelah posisi Pemerintah tidak
kuat maka dalam semua Kontrak Pe:tambangan menjadi bermasalah dan
investasi di bidang pertambangan tidak lagi menjadi investasi wyang
menarik bagi investor. Investor |enjadi ragu akan kepastian hukum
dan kepastian berusaha di bidang pertambangan. Departemen Kehutanan
sebagal pengelola hutan juga dals keadaan yang tidak menguntungkan,
karena hutan Indonesia saat ini ‘alam keadaan rusak dan berbahava

bagi lingkungan. Hutan tropis donesia bukan lagi menjadi milik
bangsa Indonesia tetapi sudah enjadi bagian global dari sistem
kehutanan dunia. Kerusakan hutan semakin bertambah dengan adanya

pembagian kewenangan antara Pererintah Pusat, Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota. Iuas hutan semakin bertambah setelah adanya
otonomi daerah. Daerah masih meaganggap hutan dari sisi ekonomi yang
harus di ekploitasi untuk memjeroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tidaklah heran apabila semua i 1wvestasi yang berkaitan dengan kawasan
hutan akan mendapat sorotan yaig tidak baik dari pemerhat lingkungan
nasional maupun internasional. Akibatnya meskipun sudah ada Perpu
ternyata belum menjamin kepas‘ian hukum investasi usaha pertambangan
di TIndonesia. Sudah saatnys dilakukan amandemen terhadap aturan
hukum pengelelaan sumber diya alam untuk mewujudkan pengelolaan
sumber daya alam yvang harmon 3 dan menarik bagi investor.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pergaulan hidup rbangsa dan bernegara,

Indonesia tidak dapat terlegss dari pergaulan dunia.
Pergaulan tersebut terjadi rena antara Negara yang

satu dengan Negara yang laighya “saling membutuhkan®.

o

Hubungan “saling membutuhka tersebut dapat bersifat

saling menguntungkan kedu belah pihak (simbiosis
mutualisme), atau sebalilfnya merugikan salah satu
pihak, atau dapat pula ubungan tersebut bersifat
homo homini lwupus. Hubungan yang dilakukan Indonesia
dengan Negara lain banyak dilatar belakangi oleh
kebutuhan terhadap penan n modal asing.

Pada umumnya tujuanjutama penanaman modal asing
dimotivasi untuk mencari keuntungan. EKeuntungan yang
dimaksud harus ditafsirkan dalam arti luas, antara

—
lain dapat berupa upah buruh yang murah, dekat dengan
sumber bahan mentah, tersedia tempat memasarkan
produk, menjual teknologi (merek, paten, rahasia

dagang, design industri), menjual barang baku untuk

dijadikan barang jadi, insentif investasi, dan status



khusus negara-neraga tertentu dalam perdagangan
internasional.
Kebutuhan Indonesia teyhadap inwvestasi, baik

investasi asing maupun vestasi dalam negeri

ditujukan untuk meningkatfcan pertumbuhan ekonomi
(economic growth), guna mefperluas lapangan keria,
mengembangkan industri sybstitusi import untuk
menghemat devisa, mendorongl eksport non migas untuk
menghasilkan devisa, alix teknologi, membangun
prasarana, dan mengembangk daerah tertinggal.
Pertumbuhan ekonomi J sekitar & (enam) sampail

dengan 7 (tujuh) persen ¢iproyeksikan dapat menyerap

tenaga kerja. Dengan | kisaran angka tersebutl

diperkirakan lapangan kejja dan tabungan masyarakat
meningkat.L Dari data® ang ada menunjukkan bahwa
investasi asing di Indon:sia sangat diperlukan untuk
berlanjutnya pembangunan. Sumber Investasi asing
rersebut tidak hanya dituisekan untuk pembangunan
industri manufaktur, tetapil seharusnya pula

menawarkan investasi unggulan yvang dapat menarik para

! Kompas, Agusrtus 2002,

2 Kompas 17 Maret 2004, Proyeksi periumbuhan ekonomi 5 persen tahun 2005 dan 5,5 persen pada tahun 2008,
memerlukan investasi sebesar Rp. 379.8 filiun dan Rp. 4714 tiliun, Dan investas! yang dipedukan fahun 2005 sebesar
Rp. 3798 tnliun hanya Rp. 82,3 triliun yang diperkirakan berasal dasi Pemerintah. Sebagaian besar, yakni Rp. 297.5 friliun



investor. Investasi unggulan yang ditawarkan
Indonesia kepada investor asing antara lain di
bidang ekploitasi bahan mentah yang membuat
pembangunan Indconesia menggar ung.3

Ketika masa Pemerintahan Presiden Megawati
Scoekarno Putri, Pemerintah} telah mencanangkan dan
membuka kembali investasi| usaha pertambangan di

Indonesia, dengan harapar dapat menggerakan roda

perekonomian negara. Da®i potensi sumber bahan
mentah vyang tersedia dibjrapkan dapat diclah .dan
dimanfaatkan melalui ingestasi di bidang kehutanan
maupun pertambangan. pabila investasi tersebut
berjalan sebagaimana vanlp diharapkan, diproyeksikan
pendapatan vyang diperolgh dari perusahaan tambang
dapat mencapai 16,8 mily dollar AS dengan perkiraan
tenaga kerja yang dapat’ terserap tidak kurang dari
63.892 orang.*

Investasi bidang usahae pertambangan  sebagail

sarana meningkatkan devisa negara diharapkan dapat

berasal dari masyarakal. Sementara itu untuk tahun 2006, investasi sebesar Rp. 4714 trillun bersumber dan masyarakat
sebesar Rp. 378,6 friliun dan sisanya sebesar Rp, 92,9 friliun berasal dari Pemerintah

? Fernando Henrique Cardoso; “Assosiated Depedent Development : Theontical and Practical Implications”, dalam
Anef Budiman, Teor Pembangunan Dunig Ketiga, (Jakarta : Granedia, 2000), him, 75,

* Kompas, Minggu, 13 Juli 2003Kepentingan Ekonomi Memang Menggiurkan, , diambil dari Pendapal Menfen
Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo.



berjalan mulai tahun 2005. Penerimaan negara yang
akan diperoleh dari 13 perusahaan pertambangan berupa
pajak dan bukan pajak. Sumbeny pendapatan negara dari
pajak sekitar 299,770.00 dcillar US per tahun, dan
pendapatan negara yang berfumber dari bukan pajak
sekitar B80,030.00 dollazr 5 per tahun. Apabila
pendapatan tersebut dijumlphkan dengan pendapatan
yang berasal dari 9 perusahfian lainnya, maka potensi
penerimaan negara per tahun dari Kontrak Karya

Pertambangan (K2P)° da Perjanijian Kerjasama

Pengembangan Pertambanga Batubara (PKP2B)S® dapat

mencapai 501,064.00 ribu follar US.’

Namun ternyata kontrak-kontrak yang dibuat
tersebut telah menimbulkan tumpang tindih penggunaan
kawasan hutan untuk pertambangan dan kehutanan.
Selain itu, dengan diLerlakukannya Undang-Undang

No.41 Tahun 19599 tentang Kehutanan?, harapan

Pemerintah untuk membuka investasi guna menjamin

* Untuk setanjutnya dalam penulisan ini *Kontrak Karya Pertambangan” disingkat dengan K2P
¢ Untuk selanjutnya dalam penulisan ini  ° Perjanjian Kerjasama Pengembangan Perambangan Batubara®

disingkat dengan PKP2B

TLot, Ci

B Unluk Selanjuinya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disingkat dangan UU No.41 Tahun

1989,



kelangsungan perusahaan pertambangan serta untuk
melanjutkan usaha di bidang pertambangan menjadi
terhambat. Ketentuan dalam U No.41 Tahun 1999 yang
menjadi faktor penghambat telbsebut antara lain Pasal
26, yang mengatur tentang manfaatan hutan beserta
ijin melakukan pemanfaatan| dan penggunaan kawasan
hutan. Pemanfaatan Hutan LinHung dilaksanakan melalui
pemberian ijin usaha pemanfiatan kawasan, ijin usaha
pemanfaatan Jjasa lingkungan, dan ijin usaha
pemungutan hasil hutan bukan kayu. Masing-masing ijin
usaha untuk pemanfaatan Hytan Lindung tersebut diatur
dalam Peraturan Pemerirfcah Nomor 34 Tahun 2002
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan
Hutan. "’ Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal
38 U0 No.41 Tahun 1999 tentang Penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan dinyatakan bahwa, kegiatan pertambangan

hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi

¥ Indonesia, Peraturan Pemerinish Tenfang Tafs Hutan dan Penyusunsn Rencens Pengalolaan Hutan,
Pomanfasatan Hufan dan Penggunasn Kawsasan Hulan, PP No. 34 tahun 2002, LN RI No. 66 dan TLN RI No4206. Pasal 1
butir ke-2 dinyatakan bahwa, Pemanfaatan Hutan adalzh bentuk kegiatan pemanfastan kawasan hutan, pemanfaatan jesa
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kessjafieraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya. Butir ke 10, yang dimaksud ljin pemanfaatan hutan adalah ijin yang diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang yang terdiri dari fjin usaha pemanfaatan kawasan, fjin usaha |asa lingkungan, fjin usaha
permanfaatan hasil hitan kayu dan atau bukan kayw, dan fjin usaha pemunguten hasil hutan kayu dan stau bukan kayu
pada areal hutan yang telah ditentukan,



dan kawasan hutan 1lindung. B8elain itu, penggunaan
kawasan hutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan
tanpa mengubah fungsi pokpk kawasan hutan, dan
penggunaan kawasan hut untuk kepentingan
pertambangan dilakukan melalfii pemberian ijin pinjam
pakai oleh Menteri dengan jmempertimbangkan batasan
luas dan jangka waktu tertentu, kelestarian
lingkungan, serta ditentukan pula bahwa pada kawasan
hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan
pola pertambangan terbuka. Dengan berlakunya
ketentuan tersebut di afas, pemberian ijin pinjam
pakai pada bidang usaha | pertambangan tersebut akan
berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas.
Dengan demikian pemberian ijin terhadap pertambangan
yang bernilai strategis seharusnya diberikan oleh
Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perihal lain dalam ketentuan UU No. 41 Tahun 1989
yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindihnya
penggunaan kawasan untuk usaha pertambangan dengan
kawasan hutan, karena dalam ketentuan aturan
peralihan UU No. 41 Tahun 1999 tersebut tidak
mengakomodir adanya ijin-ijin pinjam pakai kawasan

hutan untuk keperluan usaha pertambangan.



Permasalahan ini tentunya akan menjadi pertanyaan
bagi para investor baru maupun investor yang sudah
menanamkan investasinya di1 usaha pertambangan di
Indonesia terhadap Jjaminan §berusaha dan kepastian
hukumnya.

Berdasarkan landasan diijinkannya usaha

pertambangan umum di huJan lindung sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang, maka dibentuk Tim
Terpadu yang melibatkan beberapa instansi Pemerintah
untuk melakukan kajian terhadap 22 perusahaan
pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak FKarya
Pertambangan {KKE) 1 Perjanjian Kerjasama
Pengembangan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Pada masa sebelum lahirnya UU No.41 Tahun 1999,
Pemerintah Indonesia telah memberikan ijin wusaha
pertambangan kepada perusahaan-perusahaan vang saat
ini sedang beroperasi maupun kepada perusahaan yang
sedang dalam tahap beroperasi. Polemikpun muncul
terhadap kontrak-kontrak investasi asing, terutama
berkaitan dengan lahirnya UU No.l Tahun 1999 dan
selanjutnya disikapi oleh pemerintah dengan
dikeluarkannya Perpu Ne. 1 Tahun 2004. EKontrak-

kontrak investasi asing dibidang pertambangan menjadi



bermasalah. Oleh karena itu, kemungkinan
mengakibatkan Pemerintah akan menghadapi risiko
diajukan ke arbitrase interTasional. Hal ini tentu
saja akan berdampak petia semakin rendahnya
kepercayaan internasional tefhadap Indonesia. Potensi

tuntutan arbitrase yang m%ncul diperkirakan dapat

mencapail 33 milliar dollar  AS, jika kontrak
pertambangan dihentikan secara sepihak aleh
Pemerintah.?

Potensi sumber daya alam, khususnya hutan  vyang
didalamnya ada tambang mengandung keragaman dan
kekayaan ekosistem.'' Sebagian besar kekayaan itu
berada di hutan konservasi dan hutan lindung seluas
54 juta hektar atau 39 persen dari total daratan
Indonesia. Di dalam hutan tersebut tercatat Indonesia
memiliki sekitar 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10
persen dari seluruh tumbuhan duonia), 1.539 spesies
burung (17 persen dari seluruh burung di dunia), 515
spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies

reptilian di dunia), dan 270 spesies amfibia (16

0 Kepentingan Ekonomi Memang Mengaiurkan. Op.cit.
“Kompas, Sablu, 12 Juni 2002, Hutan Lindung Tergusur Perfambangan.



persen dari seluruh amfibia di dunia). Secara
keseluruhan, luas hutan yang dimiliki Indonesia pada
tahun 1930-an mencapai 143 ?uta hektar, namun saat
ini diperkirakan luas hutan findonesia tersebut hanva

tinggal 37% (53 juta hektar] vang masih tersisa.'?

Laju deforestasi pada eppat tahun terakhir rata-
rata sebesar 2,1 Jjuta ha/tahun'’. Deforestasi
disebabkan antara lain karena kebakaran Thutan,
penebangan liar (illegal logging), perambahan,
konversi untuk penggunaan lain, dan kesalahan
rengelolaan. Hasil rekalkulasi Departemen Kehutanan
tahun 2001 dan berdasarkan Citra Satelit atas areal
hutan produksi seluas 41,2 juta ha dari 320 unit HPH,
menunijukkan bahwa kerusakan hutan tampak lebih besar
pada HPH yang telah berakhir masa konsesinya, vaitu
hutan primer tersisa 0,63 juta ha (11%), hutan bekas
tebangan 2,50 juta ha (44%), dan hutan rusak 2,59
juta ha (45%). Kerusakan hutan yang paling besar
diperkirakan terjadi pada tahun 2003 wvang telah
mendekati 3,8 juta hektar baik wyang bersumber dari

kerusakan hutan akibat tumpang tindih pemberian ijin

2 Bryanl, D., Nielsen and Trangley.l., The Last Fronfier Forest : Ecosystem and Economies on the Edege
Washington: World Resources Institute, 1987, p. 24,

* Pusat Informasi Departemen Kehutanan, 2003



oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan),
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang
masih mempunyai hutan dan ilfegal legging.*® Kerugian
negara akibat kerusakan hdran lebih dari Rp. &0

triliun per tahun.'®

Terjadinya kerusakan huytan tersebut sebenarnya
sudah terdeteksi sejak tahun 19872, Pada saat itu
telah diselenggarakan Konferensi tentang Lingkungan
Hidup o©leh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai
pernyataan sikap terhadap adanya kecenderungan
semakin menurunnya kualitas lingkungan. Dalam
Konferensi tersebut pemimpin-pemimpin dunia
bersepakat untuk memelihara planet bumi dan

menetapkan tanggal 5 Juni sebagai World Environmental

Day. Disusul kemudian dengan lahirnya resolusi
pembentukan UNEP (United Nations Environmental
Program) . UNEP merupakan motor pelaksanaan komitmen

mengenai lingkungan hidup dan telah melahirkan
gagasan besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable

Development) . Gagasan pembangunan berkelanjutan

W Loc., Cit
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diawali dengan terbitnya Laporan Brundland (1987),
“Our Common Future®, vyang memformulasikan prinsip
dasar pembangunan berkelanjufgn.

Konferensi-konferensi 1§in sebagal pernyataan
sikap atas menurunnya kualiths lingkungan hidup telah
pula diselenggarakan. Sejak Konferensi Stockholm
telah terjadi polarisasi antara kaum developmentalist
dan environmentalist, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Bumi (Earth Summit) di Rioc de Janeiro, Brazil tahun
1992. EKonferensi ini merupakan upaya global untuk
meng kompromikan kepentingan pembangunan dan
lingkungan. Sepuluh tahun kemudian diselenggarakan
KTT Pembangunan Berkelanjutan {World Summit on
Sustainable Development) pada tahun 2002 di
Johannesburg, Afrika Selatan dalam kebijakan
pembangunannya telah pula menekankan plan
implementation, yang mengintegrasikan elemen ekonomi,
ekologi, dan sosial vang didasarkan pada tata
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) .

Tonggak penting perhatian masyarakat dunia
terhadap isu-isu kehutanan terjadi pada KITT Bumi.

Pada konferensi ini untuk pertama kalinya dilahirkan
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kesepakatan konprehensif bidang kehutanan, yaitun
dokumen Forest Principle {Non-Legality Binding
Authoritative Statement of gFPrinciple for a Global
Consensus on Management, Congervation and Sustainable
Development of all Types of Forests). Puncak
pengakuan isu kehutanan secara global termaknai dari
lahirnya forum kehutanan tertinggi vang dibentuk oleh
PBB pada tahun 2000, wyaitu United Nations Forum on
Forest (UNFF) vyang berfungsi memfasilitasi dialog
mengenai pengelolaan hutan secara konfrenhensif di
tingkat dunia dan implementasi hasil-hasil KTT Bumi.®

Setelah EKonferensi Stockholm, dunia semakin giat
untuk menuju pembangunan vang berkelanijutan.
Convention on International Trade in Endabgered
Species {CITES) dan pada awal tahun 1880-an
keberadaan hutan tropis mulai di agendakan dalam
dialeg global. S8Suatu proses negesiasi yang panjang
telah berlangsung di bawah naungan UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and development), yang
telah menghasilkan Interpnational Tropical Timber
Agresment {ITTA} atan Perjanijian Kayu Tropis

Tnternasional. ITTA melandasi pembentukan Organisasi

16 Hardjasumaniri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakaria : Gadjah Mada Press, 2002)., him, 45.
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Internasicnal Kayu Tropis (International Tropical
Timber OQOrganization/ITTQ) pada tahun 1986. ITTO
berfokus pada pengelolaa hutan berkelanjutan
{(Sustainable Forest Managemejt (5FM).

Setelah 20 tahun Konferensi Stockholm, PBB
kemudian menyelenggarakan United Nations Conference
on Environment and Development {UNCED) atau
Konferensi tentang Masalah Lingkungan dan Pembangunan
atau vyang lebih dikenal dengan KIT Bumi (Earth
Summit) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil.

Masalah kehutanan lebih menjadi perhatian pasca
KTT Bumi ini. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB (Economic
and Social Commision/ECO50C) membentuk Komisi
Fungsional, Intergovernmental Panel on Forest/IFF

{1295-1997). KTT Pembangunan Berkelanjutan (World

Summit on Sustainable Development/WS5D) telah
mengikat Indeonesia untuk selalu melaksanakan
pembangunan vandg berkelanjutan. WSSD telah
menghasilkan komitmen pembangunan berkelanjutan

tingkat tertinggi secara global dan menempatkan
masalah pengelolaan hutan dalam agenda prioritas
masyarakat dunia. Johannesburg Plan of

Implementation/JPOI oleh para Kepala Negara termasuk
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Presiden Republik Indconesia harus diimplementasikan
ke dalam program aksi konkrit dan terinci di tingkat
nasional. Keterikatan Indonegia sebagai pemilik hutan
tropis memegang peran pen]ing dalam menjaga dan
mengamankan hutan agar dikelola secara lestari. Oleh
karena itu, tidaklah aneh apabila pengalihan kawasan

hutan menjadi kawasan non kehutanan seperti

pertambangan akan mendapat penolakan.

Perumusan Masalah

Tumpang tindih peruntukan lahan dalam rangka
usaha pertambangan dengan kawasan hutan telah
menjadi perdebatan lintas departemen yang tidak ada
titik temunya. Semua itu bermuara dari konflik
setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 19295, Departemen
Kehutanan sebagai instansi vyang diserahi urusan
kehutanan akan melihat mana yang menguntungkan bagi
kelestarian hutan, sedangkan Departemen Energi dan
Sumberdaya Mineral tetap ingin agar semua perjaniian
kuasa pertambangan tetap berjalan. Permasalahan
semakin tidak menentu karena konflik lahan
pertambangan dan kehutanan diakibatkan oleh tidak

harmonisnya peraturan perundang-undangan antara
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Departemen yang satu dengan Departemen yang lain.
Keadaan ini sebenarnya sudah terjadi sejak adanya
Undang-Undang Nomor 5 tahurn 1867 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan dengan Undang-undang Nomor
11 tahun 19867 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan.

Di era reformasi, Undang-Undang MNomor 5 tahun
1967 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41
tahun 1999. Sasaran dari undang-undang ini 1lebih
mengarah kepada  konservasi yang memang tidak
terpantan oleh Departemen Pertambangan saat itu atau
memang sengaja tidak mau tahu. Akibatnya, setelah
undang-undang tersebut disahkan dan diberlakukan
kemudian mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Melihat kejadian tersebut, sebenarnya dalam
proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu
undang-undang antara Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat tidak memperhatikan Dbagaimana
undang-undang itu dilahirkan dan bagaimana
melaksanakannya. Penentu kebijakan sering hanya
mengutamakan bidang legislasi tanpa memikirkan
implementasi dan penegakan hukumnya. Pemerintah

terlihat masih menganggap bahwa sumber daya alam
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yang ada masih dipandang dari sudut ekonomi semata,

yang harus dieksploatasi tanpa memikirkan dampak

akhirnya. Dengan alasan kepentingan penanaman modal
dan menambah sumber devisa negara yang dibutuhkan

Indcnesia untuk menggerakkan ekonomi, tentu

diharapkan bergeliatnya usaha pertambangan dapat

dipergunakan sebagal alternmatif untuk mengurangi
defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi, Kkesempatan
kerja, dan meningkatkan devisa.

Terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas,
kiranya perlu dilakukan pengkajian dan analisis yang
mendalam tentang peluang Investasi Usaha
Pertambangan di Indonesia setelah berlakunya Perpu
No.l1 Tahun 2004.0leh karena ity maka akan
diidentifikasikan dalam penulisan ini pokok
permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yvang  mendasari perlunya investasi,
khususnya usaha pertambangan di Indonesia? dan
jenis usaha apa sajakah yang diperbolehkan oleh
ketentuan UU No. 41 Tahun 1399 tentang Kehutanan
dan setelah lahirnya Perpu No.l Tahun 2004?

2. Bagaimanakah pemberian ijin investasi usaha

pertambangan di Indonesia dan bagaimana
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pengaruhnya dari pemberian ijin investasi
tersebut terhadap keberlangsungan investasi di
bidang usaha pertambangan di kawasan hutan?

Apakah dengan Perpu No. 1 Tahun 2004 akan
memberi kepastian hukum investasi usaha
pertambangan di Indonesia untuk masa sekarang
dan masa mendatang, serta apakah dengan
dikeluarkannya Perpu No.l Tahun 2004 ada potensi
terjadinya gugatan oleh perusahaan pemegang ijin
usaha pertambangan terhadap Pemerintah

Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah
dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam
rangka penulisan tesis ini adalah :

8. Untuk mengetahui pentingnya investasi bagi
Indonesia, serta Jenis usaha vyang diperbeleh
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan setelah lahirnya

Perpu 1 tahun 2004.
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang
tumpang tindih kewenangan pemberian ijin
investasi usaha pertambangan di Indonesia, dan
bagaimana makna Perpu terhadap kelangsungan
kelangsungan Kontrak Karya Pertambangan yang
pernah ada dan pendapatan apa saja yang akan
diperoleh Pemerintah dari kegiatan pertambangan
tersebut.

c. Untuk mengetahui dan menganilisis apakah dengan
Perpu 1 tahun 2004 memberi kepastian hukum
investasi usaha pertambangan di Indonesia untuk
masa sekarang dan masa mendatang, mengkaji
apakah dengan dikeluarkannya Perpu Ne. 1 Tahun
2004 ada kemungkinan terjadinya potensi gugatan
oleh perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan
terhadap Pemerintah Indonesia, serta mencari
solusi vang dapat dilakukan guna menyelesaikan

permasalahan yang mungkin muncul.

Kegunaan Penelitian
Penelitian ini berfokus kepada analisis hukum
terhadap lahirnya Perpu ©No.l Tahun 2004 dengan

menggunakan pendekatan dari Teori Hukum. Hasil
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
serta kegunaan baik secara teoritis maupun secara

praktis.

a. Kegunaan Praktis
Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah,
Pengusaha dan Pemerhati Lingkungan dalam
mensikapi tumpang tindih peruntukan lahan usaha
pertambangan di kawasan Hutan Lindung dan mencari
penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul.
b. Kegunaan Teoritis
Dari segi teoritis, penelitian ini
diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran
bagi Pemerintah dan pengembangan Hukum
Kehutanan, Hukum Lingkungan, dan Hukum Investasi
yvang terintegrasi dan dapat dijadikan landasan
teoritis guna pengelolaan sumber daya alam yang

lebih baik di masa yang akan datang di Indonesia.
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C. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teori

Kajian dalam tesis ini menyoroti Peluang
Investasi di bidang pertambangan pada kawasan hutan.
Peluang Inwvestasi di bidang pertambangan pada
kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1
Tahun 2004 vyang mengubah Undang-Undang No.41 Tahun
1898 tentang Kehutanan. Dalam kajian ini harus
dianalisis secara koprehensif (menyeleruh) dan
terintegrasi antara kajian terhadap investasi di
kawasan hutan vyang merupakan kajian hukum bisnis
dengan ketentuan untuk membuka investasi di Hutan
vang harus dikaji dengan ketentaan Perpu HNo. 1
Tahun 2004 dan Undang-Undang No.41 Tahun 1988, wyang
merupakan kajian hukum kehutanan.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian
ini adalah apakah yang melatar belakangi
dikeluarkannya Perpu MNo.l Tahun 2004 dan mengganti
Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sesuaikah Investasi di Bidang Pertambangan pada
kawasan hutan diatur dalam Perpu.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di

Indonesia mengatur tentang Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang (PERPU). Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang
Neo.1l0 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 45
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Kedudukan Perpu sederajat dengan Undang-Undang.

Untuk diberlakukannya Perpu diharuskan memenuhi
tiga syarat: (1) dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, (2)
Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan
Dewan Perwaakilan Rakyat dalam persidangan
berikutnya, dan (3) Jika tidak mendapat persetujuan,
maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.’
Keberadaan Perpu ini karena alasan diperintahkan

oleh Undang-Undang Dasar 1945.

" Indonesla, Undang-Undang Diasar 1945, Pasal 22
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Memperhatikan isi Pasal 22 UUD 1845, bahwa Perpu
membutuhkan syarat kegentingan vang memaksa, dan
yvang berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai
Pengganti Undang-undang adalah Presiden, serta suatu
ketentuan untuk dapat menjadi Perpu diharuskan
mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Perpu adalah kewenangan Presiden, dan aturan seperti
Perpu memang perlukan untuk menjaga keselamatan
negara, dengan diberlakukannya Perpu dijamin oleh
Pemerintah bahwa situasi negara dalam keadaan vyang
genting, vyang memaksa Pemerintah untuk bertindak
cepat dan tepat.

Namun, meskipun diberlakukannya Perpu merupakan
kewenangan pemerintah, tetapi Pemerintah tidak akan
terlepas darli pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
0Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang dalam pasal ini vang kekuatannya sama
dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.'®

Menyimak 1si ketentuan Pasal 22 UUD 1945, baik

sebelum maupun setelah dilakukan amandemen UUD 1945,

' Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22.
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ternyata tidak ada perubahan dan juga tidak
menjelaskan mengenal apa vyang dimaksud dengan
“kegentingan vyang memaksa.” Hal inilah yang sering
menimbulkan penafsiran yang meluas. Seharusnya
kegentingan vang memaksa tersebut dikaitkan dengan
pengertian keadaan darurat, yang pemberlakuannya
dipersyaratkan memenuhi kriteria-kriteria
sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya,
ketentuan berkenaan dengan keadaan darurat yang
sampal saat sekarang masih berlaku berdasarkan
Undang-Undang Tahun 1854 adalah keadaan darurat
peranyg, darurat militer, atau darurat sipil dengan
ukurannya masing-masing. Jika salah salah satu
keadaan tersebut di atas sudah diberlakukan, maka
barulah Pemerintah berwenang menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam praktik
ternyata selama ini telah cukup banyak peraturan
jenis Perpu yang ditetapkan Pemerintah, tetapi
syarat keadaan “kegentingan vyang memaksa” vang
menjadi dasar penetapannya tidak jelas.

Peluang investasi pertambangan dapat dikaiji

dengan Hukum Investasi yang merupakan bagian dari
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hukum bisnis. Bidang Hukum manapun sebetulnya tidak
dapat terlepas dari kajian hukum pada umumnya.

Untuk membahas apakah dalam investasi, hukum
sangat berperan dalam menarik investor, maka dibawah
ini akan diberikan pengertian hukum menurut Savigny,
yang mengatakan bahwa,

“. law is an expression. together with language,
cf the spirit of a people (Volksgeist). This
deeply mystical idea at least involves the
nation that law 1is much more than a collection
of rules or judicial precedents. The spirit of a
nation or people is the encapsulation of its
whole history, the collective experience of the
social group extending back through the ages of
its existence. The law of such a people or
nation written down at any given time is no more
than a statiec representation of a process which
is always continuing : the ewvolution of
culture..”?

Dari  rumusan hukum sebagaimana dikemukakan
Savigny, maka hukum merupakan cerminan dan hasil
dari cita-cita (idealisme), rasa, karsa, dan karya
masyarakat, berdasarkan pengalamannya sesuai dengan
perjalanan masyarakat yang bersangkutan dari waktu
ke waktu.

Hukum harus dipandang sebagal salah satu dari

fungsinya sebagai “social control”, sebab pengertian

" Roger Cotterrel, The Sociologi of Law * An Intruduction, (London : Butterworth & Co Lid,
1984, p. 23.
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“social control” adalah aspek normatif dari
kehidupan social (social life). Hukum juga merupakan
suatu variable yang kuantitatif, yang masing-masing
berbeda menurut waktu dan tempat. Bilamana terjadi
suatu kasus dalam masyarakat, maka tujuan penggunaan
terapl hukum adalah mengembalikan kondisi masyarakat
kembali normal (normality) . Oleh karena itu,
idealisme dalam pemberian konsiliasi adalah
terciptanya suatu keadaan masyarakat vyang harmonis
(social hameny) .?°
Mengenai fungsi hukum dalam masyarakat, dapat
dilihat dari pendapat Kohler, vyang mengatakan bahwa:
.. law is relative to civilization and laws
are relative to the civilization of time and
place. There is no universal body of legal
institutions and legal rules for all
civilizations. Law is  different in its
details. Law 1is alike in the fundamental

quest, that is, the furthering civilization
through a forecible ordering of thing.*

Sedang yang dimaksud dengan “civilization” Kohler

1L

mengatakan it is the social development of

p.1-3,

* Donald Black, The Behavior of Law, (USA ;: Academic Press, Inc Orlando Florida, 1976).,

¥ Roscoe Pound, “Interpretation of Legal History™. WM, W. GAUNT & SONS, INC..

Holmes Beach, Florida, USA., 1986. p.143.
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human  powers toward their highest possible

unfolding.”22
Pound melukiskan hubungan antara individu wyang
satu dengan lainnya, dalam kaitannya dengan tujuan
hukum Untuk memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan
yang di inginkan manusia. Pound mengatakan bahwa; *°
“The individual was the organ of humanity
and humanity was perfected as the individual
perfected himself. Undoubtedly there is truth
in this. One great agency in social progress
is individual spontaneous initiative. Hence
the social interest in individual free action

45 part of the social interest in the
individual life.”

Kohler, sebagaimana disitir Pound, dalam
mencapal tujuan hukum ada dua jalan wvang dapat
ditempuh. Pertama, "“.. it is maintain existing values
of civilization..”. Menurut teori Pound Undang-undang
harus dilihat sebagai “toecl of social contrel and a

tool of social engineering.®!

* Ibid.

= Ibid., p. 144,

** Roscoe Pound, Interpretation of Legal History, Chapter 7, dikutif dari W. Friedmann,
Legal Theory, (Terjemahan : Teori dan Filsafai Hukum Idealisme Filosafis & Problematika
Keadilan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 140-147.
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2. Kerangka Konseptual
Untuk menghindarkan salah pengertian tentang
istilah-istilah vang dipakai, berikut ini dikemukakan
definisi operasional dari istilah-istilah vyang akan
dipakai dalam penulisan tesis, antara lain;

a.Penanaman Modal®’® adalah kegiatan menanam modal
secara langsung untuk menjalankan usaha di wilayah
Republik Indonesia.

b.Modal“® adalah kekayaan atau aset berupa uang tunai
ataun benda berwujud baik yang bergerak maupun
tidak bergerak atau benda tidak berwujud vyang
merupakan hak kebendaan yang dapat dinilai dengan
uang.

C.Penanaman Modal Nasional®’' adalah percrangan Warga

Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia atau

Pemerintah Indonesia atau Badan Hukum Indonesia

yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing.

d.Penanaman Modal Aaingm adalah perorangan Warga
Negara Asing, atau Badan hukum Asing atan
Pemerintah Asing atau Badan Hukum Indonesia yang
sebagaian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh
pihak asing.

e .Kuasa Pertamhanqan25 adalah wewenang vang diberikan
kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha
pertambangan.

% Indonesia, Rancangan Undang-undang Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967,
Pasal 1 angka 1.

% |bid, Pasal 1 angka 3.
2 Ibid, Pasal 1 angka 4.
(i, Pasal 1 angka 5.

3 Indonesia, Undang-undang Tentang Ketentuan-Ketenfuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11
Tahun 1967., Pasal 2 hunifi.
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f.Kontrak Karya Pertambangan (KKP)?’ adalah merupakan

perijanjian antara Pemerintah dan pengusaha
pertambangan yang menjadi dasar hukum bagi pihak
pengusaha untuk melaksanakan kegiatan pertambangan
di Indonesia.

g‘.!‘n'.lal'u.r.'l;al.'uu.'l,""1 adalah sistem pengurusan Vang

bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan
hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

h.Hutan,” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati
vang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, vang sSatu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.

i.Kawasan I=I|.'|'I:.£m,.3:'I adalah wilayah tertentu vyang

j.Hutan Lindung,’

ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

* adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air
laut, dan memelihara kesuburan tanah.

k.Perpu®® adalah, sebagaimana ditentukan Pasal 22 UUD

1945 dipersyaratkan adanya: (1) Dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti
Undang-Undang; (2} Peraturan Pemerintah itu harus
mendapat persetujuan Dewan Perwaakilan Rakyat
dalam persidangan berikutnya; {3) Jika tidak

¥5.5igit, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan {Indonesia, Jakarla ; Yayasan Menergi Informasi

Indionesia, 2004}, hal, 27,

Angka 1,

3 Indonesia, Undang-undang tenfang Kehulanan, UU No. 41 Tahun 1888, LN. No. 167 TLN. No.3888, Pasal 1

% Ibid,, Pasal 1 Angka 2,
¥ Ibid., Pasal 1 Angka 3,

¥ [bid, Pasal 1 Angka 8.
% Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22.
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mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah
itu harus dicabut.
Metode Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian
tesis ini adalah, metode penelitian yvuridis normatif£3®
yang bersifat kualitatif. Selain itu, digunakan pula
pendekatan wuridis sosiclegis, sebagal pendekatan
penunjang terhadap persecalan yang diteliti.

Metode yuridis normatif digunakan untuk
menganalisis terjadinya tumpang tindih kewenangan
karena diberlakukannya Undang-Undang No.41 Tahun 1999
dan diberlakukannya Perpu No.l Tahun 2004, Mengkaji
bagaimana Jjaminan kepastian hukum dalam berusaha
perusahaan bkagi pemegang kuasa pertambangan Jika
dikaitkan dengan norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian vyuridis normatif dalam thesis
dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif
artinya, tTidak mementingkan data secara kuantitas
tetapi lebih menekankan kepada analisis pendalaman

yang luas dan menyeluruh (holistic) dan terintegrasi.

¥ Soerono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetd, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 50. Soerono

Soekanto menghubungakan penelitian hukum normatif dengan pengertian hukum sebagai sebagai fimu pengetahuan,
kaedah dan norma, Hukum sebagai fata hukum positif, Keputusan Pengadilan, dan jalinan nitai-nilai
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Pendekatan yuridis sosiologis merupakan
pendekatan penunjang. Pendekatan ini digunakan untuk
malakukan penelitian lapangan dengan teknik
pengambilan data berupa pedoman wawancara. Wawancara
dilakukan untuk kepentingan melihat pandangan penentu
kebijakan wvang terkait dan pengusaha vang terkena
dampak dikeluarkannya Perpu 1 Tahun 2004.

Hukum investasi dapat digolongkan sebagai hukum
ekonomi. Metode pendekatan hukum ekonomi bersifat

7 0leh karena itu analisis ekonomi

interdisipliner.
diperlukan pula untuk menunjang analisis hukum.’®

Guna menunjang metode penelitian tersebut di
atas, dilakukan ©penelitian kepustakaan (library
research) yang ditunjang dengan penelitian lapangan
(field research). Penelitian kepustakaan dimaksudkan
untuk memperoleh data sekunder baik berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan vyang berlaku dan relevan dengan

masalah yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder

*! Soenaryati Hartono, Penelitian Hukum i Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Cet 1 ( Bandung: Alumni, 1994),
him. 176.

¥ Soenaryati Hartona, Hukum Ekonomi Pembangunan indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1988), him. 28,
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dapat berupa hasil penelitian, hasil seminar, buku-
buku, dan dokumen-dokumen. Bahan huokum tertier
dipercleh dari majalah hukum, bulletin hukum, koran-

koran.

Sistematika Penulisan

Penulisan tesis 1ini disusun kedalam 1lima bab
dengan pemaparan sistematika sebagail berikut :

Bab I menguraikan tentang latar belakang,
permasalah, didentifikasi masalah, tujuan Penelitian,
kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan
sistematika penulisan tesis.

Pada Bab II akan diuraikan perihal Jjenis usaha
kehutanan di hutan lindung sebagaimana diatur dalam
UJ No. 41 tahun 1989, Pemanfaatan kawasan lindung,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan
bukan kayu, Eontrak Karya Pertambangan, Perjanjian
Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)

Bab III Kewenangan pemberian ijin investasi usaha
pertambangan dalam Kawasan Hutan Lindung oleh Menteri
Kehutanan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, Makna Perpu No. 1 Tahun 2004 terhadap
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kelangsungan Kontrak karya Pertambangan antara
Pemerintah dan Perusahaan Pertambangan, Perimbangan
Keuangan Hasil Pendapatan Usaha Pertambangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada Bab IV Analisis terhadap Perpu No. 1 Tahun
2004 terhadap perlunya investasi wusaha pertambangan
di Indonesia dalam kawasan hutan lindung setalah
diberlakukannya Perpu No. 1 Tahun 2004, Analisis
terhadap tumpang tindih perijinan usaha pertambangan
dan kepastian hukum usaha pertambangan di Indonesia.

Pada Bab. V akan dirumuskan beberapa kesimpulan
disesuaikan dengan pokok permasalahan, dan akan
dikemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat
bagi para pihak yang terkait maupun bagl pengembangan
Hukum Kehutanan, Hukum Investasi, dan Hukum

Lingkungan.
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BAB II

KEGTATAN USAHA DT HUTAN LINDUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999

Sebelum membahas tentang jenis usaha yang
diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 41 fTahun 19299
tentang Kehutanan, perlu dibahas terlebih dahulu
tentang kawasan hutan secara keseluruhan. Kawasan
hutan didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap *°
kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian
hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan
luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunijuk sebagai
kawasan hutan dan menjadi kawasan hutan tetap.
Penetapan kawasan hutan Jjuga ditujukan untuk menjaga
dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan
sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan
nasional serta sebagali penyangga kehidupan lokal,

regional, nasional dan global.

= Op.,Cit . Undang-Undang No.41 Tehun 1988 tentang Kehutanan, Pasal 1 bulir 3,
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Kawasan hulan TIndonesia ditetapkan oleh Menleri
Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri
Kehutanan lLentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan
Provinsi. Penunjukan kawasan hutan disusun berdasarkan
hasil pemaduserasian anlara Rencana Taka Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan
{TGHE) .

Kawasan  hulan dibagl kedalam kelompok Hulan
Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi dengan
pengerlian sebagal berikul :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumberdaya alam hayatl yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang
gabu dengan yang lalnnya tidak dapat dipiﬁahkan-“

2. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyal fungsl pokok pengawelan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya. !

3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyal
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga

kehidupan unbuk mengatur tala alr, mencegah banjir,

" hid., Pasal 1 butir 2
41 i, Pasal 1 butir 9,
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mengendal ikan erosi, mencegah Inlrusi zlir lautb, dan
memelihara kesuburan tanah.®

4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.®

Kawasan Hulan Indonesia menurul Tala Guna Hulban

Kesepakatan (TGHK) dapat dilihat dalam Tabel.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Menurut TGHK Tahun 18895.

 No. Kawasan Hutan Luas (juta Ha)
1. Hutan Lindung 30,316
58 Hutan Konservasi 18,725
R Hutan Produksi Tetap 113,433
4, Hutan Produksi yang dapat 30,537
dikonversi
Jumlah 143,970

Sumber: Tata Guna Hutan Resgpakatan - Departemen Nehutassn Tshusn 18588

Penataan kembali kawasan hutan mulai dilakukan tahun
2001, dan telah ditetapkan luas kawasan hutan Indonesia
(belum termasuk Provinsi Riau, Sumatera Utara dan
Kalimantan Tengah dengan luasan sebagaimana terlihat
dalam Tabel 2.

7 ibid., Pasal 1 butir 8
5 ibid,, Pasai 1 bufir .
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Tabel 2. Luas Kawasan Hutan vang Dikeluarkan oleh
Departemen Kehutanan Sejak Tahun 2001

MNo. Eawasan hutan Luas (hektar)
T |Hutan Konservasi 23,214 .626,57
E- Kawasan Daratan 18.146.417,932

| - Kawasan Perairan 5.068.208, 65
l?. Hutan Lindung 29,.037.397,02
i Hutan Broduksi Tetap E 27.823.177,43
4, Hutan Produksi Terbatas 16,215,977, 26
P Hutan Produksi Konversi 13.670.535, 00
Total kawasan hutan 109.961.713,28
; - Hawasan Daratan 104.893.504, 63
! - Kawasan Perairan 5.068.208, 65

Sumber: Departemen Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia 2002, Jakarta:
Bacdlan Flanelegl Rehutanan 2003, hal.l5l.

Data luas kawasan hutan untuk 3 Provinsi BSumatera
Utara, Riau dan Kalimantan Tengah belum dapat
diselesaikan. Namun untuk mengetahui luas kawasan hutan

Indonesia dapat dilihat dari Tabel 3.
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Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Pemetaan
Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi
Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah
Berdasarkan Paduserasi TGHK RTRWP Tahun 1889.

NG. | Provinsi | Luas Daratan | Kawasan Hutan
{Ha)
1. Sumatera 7.168.000 HSAW 253.885
Utara HL 1.824.535
HET 160,253
HE B71.183
HPK 37.797
2. Riau 2.456.100 HSAK 560.237
HL 361.987
ap 2.649.608
HPK 334 .521
3. | Kalimantan | 15,356,400 HSAW 680.580
Tengah HL 1.014.130
HET 4.593.005
HE d.445 222
Jumlah 3 31.980.500 HEAW 1.4%4.702
Brovinsi HL 3. 300,632
eT 5.353.8el
HP 7.869,013
HPK 372,318

Sumber : Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2002.

Pembagian hutan menjadi kawasan hutan sebagaimana
telah diupraikan di atas, sudail menunjukkan pada fungsi

dari masing-masing kawasan hutan,
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Sesual dengan judul tesis dalam penulisan ini,
kajian akan melihat lebih mengkhususkan pada hutan
lindung., Berikut ini akan dipaparkan mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan Hutan Lindung.

A. Pemanfaatan Hutan Lindung

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memililki
manfaal wyang nyala bagl kehidupan dan penghiduapan
bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya
maupun ekonomi, secara selmbang dan dinamis, Ualbuk
itu hutan harus dikelcla, dilindungi dan dimanfaatkan
secara berkesinambungan bagl kesejahleraan masyarakal
Indonesia bailk generasi sekarang maupun yang akan
datang.

Dalam kedudukannya sebagal salah salbu penentu
sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan
manfaat yang besar bagl umat manusia. Oleh karena itu
harus dijaga kelestariannva. Hutan mempunyai peranan
sebagal penyerasi dan penyeimbang lingkungan global,
sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional
men jadl sangal penting, namnun dengan tetap

mengutamakan kepentingan nasional.
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Sumber daya hulan mempunyal peran penling dalam
penyedizan bahan baku industri, sumber pendapatan,
menciptakan lapangan dan kesempatan, Hasil  hotan
merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil
olahan dalam upaya mendapal nilai Lambah serla
membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha. Upaya pengolahan hasil hulan Lersebul Lidak
boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagail sumber
bahan baku industri. Pemanfaatan hubtan tidak terbatas
hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu,
telapl harus diperliuas dengan pemanfaatan lainnya
seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga
manfazal hulan lebih oplimal.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari
hutan dan kawasan hutan bagi kesejahleraan masyarakal,
maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan
dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat,
karakteristik, dan karentanannya. Serta tidak
dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan
hutan dan kawasan hutan harus disessuaikan dengan
fungsi pokoknya, yalbtu Fungsi konservasi, lindung,
dan produksi. Kesesuaian tiga fungsi tersebut sangat

dinamis dan yang paling penling adalah agar dalam
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pemanfaatannya harus Lelap seimbang. Untuk menjaga
kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan
sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi daril
kawasan hutan ke kawasan non hutan.®

Bagian Keliga dari Undang-Undang No.41 tahun 1988
tentang Kehutanan menyatakan bahwa, pemanfaatan hutan
dan penggunasan kawasan hulLan berlLujuan untuk
memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan
selurulh masyarakal secara berkeadilan dengan tebap
menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan
dapal dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali
pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba
pada taman nasional dlatur sesual dengan peraiuran
perundang-undangan vang perlaku.®

Pemanfaatan hutan sebagai sumber dava naslonal
harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat,
sehingga tidak terpusat pada seseoranyg, kelompok,
atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan
hutan harus didistribusikan seUara berkeadilan

melalui peningkatan peran serta masyarakat, sehingga

* indonesia , Penjelesan Umum Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 fenfang Kehutanan, TLN No 3888 tahin
1999,

% Op..Ct, Undang-Lindang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Pasal 23-25,



masyarakal semakin berdaya dan berkembang polensinya.
Manfaat optimal dapat terwujud apabila kegiatan
pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang
berkualitas tinggi dan lestari. Dilihat dari fungsi
hutan yang Lterbagl menjadli 3 [ungsi, yailu (a) fungsi
konserwvasi, {b) fungsi 1lindung, dan (c) fungsi
produksi ¢

1. Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pada prinsipnya semua hutan adalah bermanfaat
bagi mahkluk hidup, balk manfzal langsung maupun
tidak langsung. Manfaat langsung manusia dapat
mengambil hasil hulan kayu berupa kayu maupun non
kayu, sedang manfaat tidak langsung dapat
diperoleh dari manfaal lingkungan yang balk,
tersedianya cukup air (hidro orclogis).

Khusus dalam kawasan hutCan llndung dapatl
berupa pemanfsatan kawasan lindung vaitu dengan
mengajukan izin usaha pemanfaatan. Tzin usaha ind
dapat diberikan kepada perorangan maupun
koperasi. 7 palam penjelasan UO 41 Tahun 1996

dinyatakan bahwa, pemanfaatan kawasan pada hutan

4% fhid., Pasal & evat (1),

T fbid,, Pasal 27 ayat (1),
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1 indung adalah segala bentuk usaha yang
menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi
fungsi utama kawasan. Pemanfaatan tersebul dapat
berupa: (a) budidaya jamur, (b) penangkaran satwa
dan (c¢) budidaya Lanaman cobal dan Lanaman hias.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan
Hutan menyalakan bshwa, pemanfaaltan kawasan pada
Hutan Lindung meliputi: {al usaha budidaya
tanaman obal {(herba), () usaha budidaya Lanaman
hias, (c) wusaha budidaya Jamur, usaha budidaya
perlebahan, (d) usaha budidaya penangkaran salwa
liar, atau (e) usaha budidaya sarang burung

¥ palam pelaksanaan pemanfaatan kawasan

walat .,
pada hutan lindung tidak boleh : (a) menggunakan
peralatan mekanis, () membangun sarana dan
prasarana permanen; dan/atau () mengganggu
fungsi kawasan.

Usaha budidaya tanaman obat (herba), usaha

budidaya tanaman hias dan usaha budidaya tanaman

* jndonesia, Peraturan Pomerintah Tentang Teta Hutan dan Penyusunan Rencana Pengefolean Hulan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hufan. Perafuran Pemeriniah Mo, 34 Tahun 2002, Pasal 19 Avat (2),
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Jamur, melipuli pesemalian, penanaman,
pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, pengolahan
dan pemasaran, Usaha budidaya perlebahan meliputi
kegiatan perbuatan fempat sarang lebah,
pemel iharaan, pemanenan, pengamanan, pengolahan
dan pemasaran. Usaha budidaya penangkaran satwa
liar melipuLl kegialtan perbanyakan dan atau
pembesaran satwa liar. Usaha budidaya sarang
burung walel melipuli, keglalan pemeliharaan,

pemanendrn, dan pengamanan serta pemasaran.

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada hutan lindung
adalah benlLuk usaha yang memanfaalkan polensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan
mengurangi fungsi ulamanya, seperli, pemanfaalan
untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan
keindahan dan kenyvamanan. Ijin usaha pemanfaatan
jasa lingkungan dapat diberikan  kepada: (a)
Perprangan, (b) koperasi, (¢} badan usaha milik
swasta Indonesia, {d) badan usaha milik negara atau

badan usaha milik daerah.
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Peraturan Pemerinlah No. 34 Tahun 2002 Lenlang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Eawasan Hutamn,
mengatur pemanfaatan jasa lingkungan meliputi :
a. Usaha wlsala alam;
b. Usaha olah raga tantangan:
¢. Usaha pemanfaalan alr;
d. Usaha perdagangan karbon (carbon trade): atau

e. Usaha penyelemalan hulan dan lingkungan.

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Penijelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1988
menyatakan bahwa, Pemungutan hasil hutan bukan kayu
dalam hulan lindung adalah segala benluk keglalan
untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak
merusak fungsl ulama kawasan seperti : (a) mengambil
rotan; (b) mengambil madu, dan () mengambil buah.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tshun 2002 mengatur
tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada
Huotan Lindung meliputi: (a) mengambil rotan; (b)
mengambil madu, {c) mengambil buah dan aneka hasil

hutan lainnya, dan (d} perburuan salwa liar yang
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tidak dilindungl dan dilaksanakan secara
tradisionil.?®
Subyek hukum yarg dapat diberikan izin
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat
diberikan kepada:{a) perorangan dan (b)EKoperasi.
Dari ketiga Jjenis pemanfaatan kawasan lindung,
pemanfaalan jasa lingkungan dan pemungulban hasil

hutan bukan kayu mempunyai izin yang berbeda.

B. Femungkinan Hutan Lindung untuk FKegiatan Usaha
Pertambangan
Uralan l(enlang pemanfaalan Hulan Lindung secara
jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang No. 41
Tahun 1999 dan Peraluran Pemerinlah No. 34 Tahun 2002,
yang hanya meliputi tiga hal yaitu, pemanfaatan
kawasan lindung, pemenfaatan jasa lingkungan dan
pemungutan hasil hutan bukan kayu. Namun, apa yang
telah diatur tersebut masih terdapat pasal karet yang
memungkinkan dilakukan perubahan pada  ketentuan

pemanfaatan hutan lindung. Hal ini dapat ditelaah

* ibid, Pasal 23 Ayat (3).
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darli ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 41 Tahun
1999.%¢

Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin
cbyektifitas dan kualitas hasil penelitian, maka
kegiatan penelitlan diselenggarakan oleh lembaga
Pemerintah vyang mempunyai kompetensi dan memiliki
oloritas ilmiah (scienlific aulhorily) bersama-sama
dengan pihak lain yang terkait. Dalam Ayat (2) Pasal
18 Undang-Undang No. 41 Tahun 1989 dijelaskan bahwa,
vang dimaksud dengan berdampak penting dan cakupan
yvang luas serla bernilal slralegis adalah, perubahan
yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti
perubahan iklim, ekosislem, dan penggunaan Lala alr,
serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan
generasi sekarang dan generasi vyang akan dalang.

Kerancuan isi Pasal 19 didukung pula oleh Pasal

38 Undang-Undang No.41 Tahun 1929,%' yang memungkinkan

Qg Cil, Undang-Undang No. 41 Tahun 1555 lenlang Kehulanan. Pasal 10 menyatakan behwa, (1)
Perubatian peruntukan dan fungs! kawasan hutan ditsispkan oleh Pemeriniah dengan didssarkan pada hasi panelitian
terpaduy, {2) Penihahan perunfukan kawasan sehagaimana dimaksud pada ayal (1) yang bamdampak panfing dan cakupan
yang iuas seria bemilal sirategis, dietapkan cieh Pemenniah dengan persetuyuan Dewan Perwakilan Rakyal, {3)
Ketenhian fentang tata cara pesubahan perunfukan kewasan hotan dan perubahan fingsl kawasan hitan sehagaimana
ahmassun peacks avai (1) dan aya (2) diaiur dengan Persiuran Pemednial

5t Jid, Pasal 38,

Pasal 38 manyatakan bahwa, (1) Penggunaan kawasan hutan unfuk kepantingan pambangunan &i luar
kegiatan kehulanan hanys dapat dilakukan di datam kewasan hutan produks! dan kewasan hutan lindung, (2) Penggunaan
kewwagan hutan sshagaimana dimaksud pads ayat (1) depat dilskuken tenpe mengubah fungsi pokok kewasan hutan, (3)
Pengounaan kawasan hutan untuk kepentingan pertembangan dilakukan melakil pembenian zin piniam pakal cleh Menter
dengen mempertimbangkan batasan fuas dan janoke wakiy tertenty serta kelestanan lingkungan, (4) Pada kewasan hutan
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pemanfaatan kawasan hutan lindung bagl kepenlingan
pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan
di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi
ditetapkan secara selektif. Kegiatan~kegiatan yang
dapal mengakibatkan Lerjadinya kerusakan serius dan
mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang
bersangkulan dilarang. Kepenlingan pembangunan di
luar  kehutanan, adalah  kegiatan untuk  tujuan
slralegls vyang Lidak dapal dielakkan, anlara lain
kegiatan pertambangan, pembangunan Jjaringan listrik,
telepon dan inslalasi air, kepenlingan religi, serla
kepentingan pertahanan keamanan.®® Penjelasan Ayat (3)
Pasal 38, pada prinsipnya di  kawasan hulan Lidak
dapat dilakukan pada pertambangan terbuka. Pola
perlLambangan Lecbuka dimungkinkan dapal dilakukan di
kawasan hutan produlksi dengan ketentuan khusus secara
selektif.

Berdasarkan ketentuan  pasal dan  penjelasan
terutama Pasal 19 dan 38 Undang-Undang No. 41 Tahun

1999 dapat dikatakan telah terjadi multi tafsir

lindung <larang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan ayat (5) Pemberian tzin pinjam pakal
sehagaimana Amaksud pada ayat [3) yang beriampak penting dan cakupan yang luas sorta bemilal siratogis dlakukan
oiefy Menten atas persetujuan Dewan Penwakiian Rakysl

%2 Penjeiasan Pasai 38 ayat (1} Undang-Undang No. 41 Tahun 1559,
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terhadap  kelenluan-kelenluannya. Sesecrang boleh
berpendapat bahwa kegiatan penambangan di hutan
lindung diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang ketat, dan juga bolsh dikatakan bahwa
kegialan penambangan Jdi kawasan hulan lindung sama
sekali dilarandg, karena kegiatan pertambangan
cenderung merusak lingkungan dan akan merubah [lungsi
yang ada.

Kelentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 LenLang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan telah
mengakomodir adanya kelenluan Pinjam Pakai Kawasan
Hutan. Hal ini di dukung dengan dikeluarkannya
kebi jaksanaan Pemerinlah melalui Sidang Kabinel
Terbatas pada bulan OCktober 1980, maka Menteri
Eehulanan saal 1lu Lelab menggariskan kebl jaksanaan
dalam penggunaan kawasan hutan untuk keperluan lain,®

Pinjam Pakal Kawasan Hutan adalah penyerahan
penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang
telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada

pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar

* Bambang Pamulerd, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Wehufanan, Ceigkan Kedua (Jakaria | PT
Raja Grafindo Persads, 1996}, him. 148
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seklor kehulanan Lanpa mengubah slalus, perunlukan
dan fungsi kawasan hutan.”*

Kegiatan pertambangan sebenarnya sudah ada
sebelum lahirnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Lenlang Pinjam Pakai Kawasan Hulan, yailu sejak
dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman bModal RAsing dan Undang-Undang No. 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Dalam Undang=Undang PMA dinyalakan Dbahwa, usaha
pertambangan bukan termasuk bidang usaha yang
terlulup baql Penanaman Modal BAsing (PMA).* Bidang-
bidang usaha yang tertutup untuk penaman modal asing
secara pengusahaan penuh italah bidang-bidang yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat
banyak, yang melipull: (a) pelabuhan-pelabuhan; (b)
produksis; (c) tranmisi dan distribusi tenaga listrik
untuk umum; (d) telekomunikasi; (e} pelayaran; (£)

penerbangan; (gj air minum; {h) kereta api umum; (i)

5 Pinjam Pakai pads kewasan hulan distur Keputusan Menter Kehulanen Nomos 55Epte 111984 Tanggal 7
Pebruan 1994 tsntang Pedoman Pinjam Pakal ¥awasan Hulan vang menspakan penvempumaan dar Ksputusan Direkdur
Jenderal Kehutanan Nomor, 54/Kpta/31987,

% Indonesia | Lindag-undang fentang Penanamen Model Asing, Undang-Undang Mo. 1 Tehun 1867 Tanggal
10 Januari 1967, Pasal 6,
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3% Tarhadap

pembanakib tenaga albom; (j) mass media.
ketentuan Pasal 6 Ayat (1) tersebut sebenarnya secara
asas hukum sudah tidak ditepati lagi, karena saat ind
sudah mengalami perubahan-perubahan, misalnya
perusahaan alr minum dan Llelekomunikasi sudah dapal
melibatkan PMA.
Tjin unluk melakukan kegialan usaha perlambangan
dipercleh investor didasarkan dari:
1. Fontrak Karva Pertambangan
Kontrak Karya Pertambangan (KKP) merupakan
perjan|ian anltara Pemercinlah dan pengusaha
pertambangan yang menjadi dasar hukum bagi pihak
pengusaha unluk melaksanakan kegialan perlambangan
di Indonesia. Dalam kentruksi “kerjasama™ ini,
pihak Pemerinlabh wmenjadli “Principal” dan pihak
pengusaha merupakan “Contractor”. Dalam KKP
terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur
berbagai hak dan kewaiiban contractor serta
berbagai kemudahan yang dapat diberikan Pemerintah
kepada Contractor untuk melaksanakan kegiatan

usahanya. KKP ini sesual dengan kelenluan Pasal 10

* Ibid,, Pacal 6 Avat (1),
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Aval (1)} Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Lenlang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang
menyatakan bahwa, “Menteri dapat menunjuk pihak
lain sebagai kontraoktor apabila diperlukan untuk
melaksanakan pekeriaan-pekerijaan yang belum alau
tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi
Pemerinlah alau perusahaan negara yang
bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan”.
Menleri yang dimaksud dalam kelenluan ini adalah
Menteri yang Dbidang tugasnya mencakup bidang
perLambangan.”’ Konsep KKP ini Lerulama dilerapkan
pada PMA pertambangan sebagaimana diketentukan
dalam Pasal B Ayal (1) Undang-Undang PMA, vang
menyatakan bahwa, “PFenaman modal asing di bidang
perLambangan didasarkan pada sualu  kerjasama
dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau
bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan
vang berlaku.”

KKP di waktu laiu sangat berhasi] menarik PMA
di bidang pertambangan dikarenakan :
a. KKF  memual kelenluan yang mencakup praklis

segala aspek pelaksanaan usaha pertambangan;

% §. Sight., Op. Cit, hlm, 28,
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B

PemerinlLah memberl perlakuan lex spesiaiis pada
EKP, segala ketentuan dalam kontrak tidak akan
diubah oleh peraturan perundangan di kemudian
hari, kecuali kesepakatan kedua belah pihak;
Dalam melaksanakan kegialannya, kontLraktor
mendapat hak kelanjutan (conjuctive titie) dari
salu  Lahap ke Lahap berikulnya, yailu dari
penyelidikan umum saqpai dengan tahapan
eksploitasi, pengolahan dan pemasaran;

Bila timbul sengketa antara principal dan
KontLraklor yang Lidak dapal diselesalkan secara
musyawarah atau kompromi, maka kontraktor berhak
membawa perscalannya kg arbilrase inlernasional,
dan

EXKP baru dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Presiden sesudah terlebih dahulu
dikonsultasikan dengan (dan disetujui oleh) DPR.
Dengan demikian kedudukan EKKP sangat kuat, boleh

dikata hampir sekuat undang-undang.“"a

0 thid.,
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2. Perjanijian Kerjasama Pengembangan Pertambangan

Batu Bara (PKPZB)

Model pengusahaan batu bara tidak dalam bentuk
KEKF tetapi PEPZE atau dikenal dengan “Coal
Cooperation Agreemenl” Yang kemudian dikenal
dengan nama Perjanjian Kerjasama Pengembangan
Perlambangan Balu Bara dan disingkal PKPZB.

Berbeda dengan Kontrak Kerjasama Pertambangan
(KKP) sebagaimana dimaksud dalam makna bahasa
Inggrisnya dikenal dengan istilah COW atau
Conlract of Work, dalam konlruksi PKPZB semula
yang menjadi Principal  bukanlah Pemerintah,
melainkan Perusahaan Negara Perum Tambang Balubara
yang kemudian digantikan oleh PT Tambang Batu Bara
Bukil Asam (PT BA). Qleh karena PT BA juga
merupakan perusahaan “go public,” maka dengan
dilaksanakannya privatisasi, PT BA tidak lagi bisa
mempertahankan posisinya sebagai Principal dalam
PKP2B. Dengan demikian sejak 199%, Pemerintah

kembali sebagai [’1‘'111(:'1'94:111"13-'{1.5'5i

# ftd., him. 30.
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BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI USAHA
PERTAMBANGAN DI HUTAN LINDUNG

Kewenangan memberikan ijin investasi pertambangan
selain diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999,
diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lain.
Peraluran perundang-undangan tersebul antara lain,
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraluran Pemerinlah No.25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan FPropinsi
Sebagai Daerah Olonom. Meskipun Undang=Undang No. 22
Tahun 1299 telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, namun Lidak menghalangl wunluk dikemukakan
dan dikaji dalam penulisan ini sebagai bahan
perbandingan.

Kewenangan pemberian izin investasi di bidang
pertambangan yang berkaitan dengan kawasan hutan
dipegang wleh Pemerintah (Pusat), Propinsi dan

Kabupaten/Kota dan vang berkaitan dengan investasi.
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A. Kewenangan Menteri Kehutanan

Kewenangan Menteri Kehutanan adalah kewenangan
Pemerintah Pusat. % Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
dalam Bab IV diatur tentang Kewenangan Daerah. Pasal
7 Undang=-Undang No.22 Tahun 1999 menentukan bahwa,
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang Pemerintahan, kecuall kewenangan dalam bidang
politik Jluar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
monebter dan Fiskal, agama serta kewenangan bidang
lain. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud
pada Ayal (1), meliputl kebl jakan Lenlang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara
makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan
dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang
strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dalam Undang-undang penggantinya, vaitu Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 dinvatazkan bahwa, urusan

pemerintahan, meliputi (2) peolitik Iluar negeri; (b)

% Poraturan Pemerinizh bo 2% Tahun 2000, Pasal 1 begisn g, desutkan Pemerinish Pueal, selanivinys Beshul Pemeriniah,
adalah perangkat Negara Hesahian Republik Indonesia yang terdin dar Preskden beserla para Menteri Dalam Undang-Undang Mo 41
Tahum 1998 beniang Ketuianan, Pasd 1 ke 15, yang dimaicsyd dengan enden adalsh menien yang desershi tuges dan iangpmng ewab
ot bidang kehudanan,
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perlahanan; (¢) keamanan; (d) yustisi; ({e) moneter

dan fiskal nasional, dan (f) agama.®

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom selain diatur dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 1998 dialur pula dalam Peraturan
Pemerintah No. 25 Tahun 2000 sebagal pengejawantahan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Lentang Pemerinlahan
Daerah, yang diatur dalam Bab II. Daiam Pasal 2
Undang-Undang No.2Z2 Tahunl99%% dinyatakan bahwa,

(1) Kewenanangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam
bidang polilik luar negeri, perklahanan dan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama
serla kewenangan bidang lain.

{2) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), melipubi keblijakan rtentang perencanaan
nasional, dan pembangunan nasional secara makro,

dana perimbangan keuangan, sSislem adminisltrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan

dan pemberdayaan sumber daya manusig,
pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi
tinggi WAENg strateglis, konservasi dan

standardisasi nasional.

(3) Kewsnangan bidang lain, terutama vang berkaitan
dengan bidang Kehutanan ditetapkan dalam Pasal 2
ayat (3) butir 4 bagian ¢, dinyatakan kewsnangan
Pemerintah dalam Bidang Kehutanan dan Perkebunan,
vaitu penetapan kawasan hutan, perubahan status
dan fungsinya. Butir 7 bidang Penanaman Modal
dinyatakan  pemberian izin dan pengendalian
Dpenanaman modal untuk usaha berteknologi

' Repulblik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemeninahian Desah, Undsng-Undang 8o 37 Tahun 2004 18 No 125 TIN
Mo, 4437,



strategis vyang mempunyal derajal kecangglihan dan
berisiko tinggi dalam penerapannya.
Dalam kelentuan Pasal 4 Ayal (2) ditenlLukan bahwa

penguasaan hutan oleh Negara memberil wewenang kepada
Pemerintah untuk:

g. mengabtur dan mengurus sagala sesualbu YAng
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil
hulan,

b. menetapkan status wilayah Ltertentu sebagal
kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan
kawasan hulan,

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum
antara orang dengan  hulan, serta mengalur
perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kewenangan Meriberi Kehutanan yang Lerkall
langsung dengan izin usaha pertambangan diatur dalam
Pasal 3B Ayal (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. * Kewenangan Menteri Kehutanan
tersebul sejalan dengan ketenltuan hukum vang berlaku

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kehutanan

FPasal 1 Ayal (15}).

2 Passl 38 Ayat (3) Undeng-Undang Mo 4§ Tahuni389 dinyaisben baiwe, Penggunean kewssan huten unfuk kepeniingan
pertambangan dikeikan mekeksl pemberian §in pingem kel oleh Menter dengan memperimbangion batasan iuss dan jangia wakhs
tertentu serfa kelesiarian lingkungan. Dalam Avat {5) doyetakan bshwe, Pemberian iiin piniam pakai sebagsimans dimaksud pada avat
{3 yang berdsmpak penfing dan cakupan vang luas serta bemilal shrategs dilshukan olsh Menten ates persslijuan Dewan Penwsidan
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B. Kewenangan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral

Kewenangan Menteril Energi dan Sumber Daya
Mineral®™ yang diatur dalam PFasal 1 huruf j Undang-
Undang No.ll Tahun 1967, menentukan bahwa tugas dan
kewenangannya meliputi urusan pertambangan.
Kewenangan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal

4, Pasal 17 dan Pasal 18. Dalam Pasal 4 dinyatakan

bahwa; %

{l) pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan
usaha pertambangan bsahan galisn tersebut dalam
Pasal 3 Avat (1) huruf a dan b dilakukan oleh
Menteri;

{2) Pelaksanaan FPenguasaan Negara dan pengaturan
usaha pertambangan bahan galian yang tersebut
dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat I yang daerah
kewenangannva terdapat bahan galian;

{(3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan
Daerah khususnya dan Negara umumnya, Menleri
dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan
bahan galian Lertentu sebagaimana dialur dalam
Pasal 3 Ayat (1) huruf b kepada Pemerintah
Daerah Tingkal I ditempal Lerdapabnya bahan
galian itu.

Selanjutnya kewenangan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral untuk memberikan ijin kuasa pertambangan

= Kelika lahimya Undang-Undang Ho.11 Tahun 1867, Menteri vang dimaksud adalah Mestri Pertambangen, pada sast ini Meatri
yang diberi kewenangan dan dimaksud berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 adalah Mentn Energ dan Sumber Daya Minoral

= inconesss, Lindamg-Lindang tentang Kefenluan-relentusn Foknk Pedambangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1857, LN. No.
Nomor 22, Tambahan Lembaran Megara Ne. 2831,
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dialur pula dalam Pasal 17 dan Pasal 18, vang

menyatakan bahwa;®

(1} Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan

diajukan kepada Menteri.

(Z) Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan
permintaan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasasl ini,
begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhl
oleh peminta, apabila belum ditentukan dalam
Peraturan Pemerintah termaksud dalam Pasal 15
Ayat (2).

Permintaan kuasa pertambangan hanya
dipertimpbangkan oleh Menteri setelah pemohon

membuktikan kesanggupan dan Kemampuannya terhadap

usaha pertambangan yang akan dijalankan.EE

Kewenangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral selain dialur dalam Eelenluan Pelaksana dari
Undang-Undang No. 11 Tahun 1867 diatur pula dalam

67

Peraluran Pemerintah No.32 Tahun 1869, yang

memberikan kewenangan kepada investor untuok melakukan

*= hid, Pasal 17
& fhig Pasal 18,

& |ndonesia, Peraduan Pemerintah Republ Indonesis lenfang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 fmhun 1967
Hetentusn-ketentiuan Pokok Perfambangan , PP Mo, 32 Tahun 1950, Lembaran Megara Renubil fndonecia Tahun 1050 Mo, 60,
Tamoahan Lembaran Nagsra Nomor 2016 sabogaimana telsh diubah dengan Peraturan Pemenintah No. 79 Tahun 1392
Peruhaian atas Persfuran Pemeriniah Momor 32 Tahue 1950 leptang Pelakeanaan Undeng-undang Momor 11 Tahun 1967
KMWWMWMMTMMEJE_TMLMW&.
3510,
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kegialtan usaha penambangan dengan Lerlebih dahulu
disyaratkan memperoleh kuasa pertambangan dari

-
Mentera.

Setelah diberlakukanya Undang-Undang No. 22 Tahun
1999, Pelaksanaan Undang- Undang No. 11 Tahun 1967
kembali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1967 tentang
['elaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang
Hetentuan-Hetentuan FPokok Pertambangan. Parubahan
ketentuan tentang Pemberian Kuasa Pertambangan diatur
dalam Pasal 1, vang memberikan kuasa pertambangan

kepada Bupali/Wallikola dan Gubernur.

% jhird, Pacai | jo Pasel 20 o Passi 21 jo Pasal 22,
Pasal 20 menyalakan baiwe, “sefisp usaha perambangan behan gallan yang femasuk dalsm golngan bahan
gﬁnmmmmmﬂmmﬁmqﬁﬁmmmmum

Pasal 71 m-qaﬂ:mtdm {1} Jumlah luas witayah beberpa Kisss Pertambangan Penyelidian Umum Kuasa Pertambangan
Eskplorasi dan Huasa Perdambangan Eksplorasi vang dapat diberilan kepada satu badsn slal seorang pemagang Kussa Pertambangan
tidak bokeh melchitd bertund-turud 25 000 {dua puluh fma riby) hekiare, 10.000 (sepuiuh rby) heldere don S.000 {Ema ribu) heldore dar
wilayah hukumn pertambangan Indonesia; (7) Untue mendapat jumizh luss wilayah beberaps Kuasa Pertambangan yang melebihi luas
tormaien pads Avat (1) paeal ini, pemthon Kines Partambanson hans tarishiy dabul) mancanat Din dee Mender]

Pasal 22 menyatkan bahwa, (1) Pekeraan ussha periambangan sustu Kuasa Fertambangan ficak boleh ditabkukan df tempat yang
dmyatakan sebagsl wikyah terutup unluk kepentmgsn wmien den dlernpai-tempal secarn khwsus dieptukan pieh Menter (7§ Lintuk
tempat-empal yang sebelum ada penetapan henter termaksud pace ayat (1) pasal ini telah dinyatakan sebeagal wiayah yang terttup
bk kepeedingan umuom olsh i o, maka pemembangan baltan galisn ame dasd dilskokan shs gn Benlen dengan
mengngsl pEndanat dan partimosngan Gan mSians DErsangwlitan.

& indonesia, Persturan Pemerish Repubiic indoness fentany Pelaksansan Lindengundang No. 11 fahun 1087 tenfang

Kofenfuan ketenfuan Pokok Pertambangan | PP Mo, 32 Tahun 1962, Lembaran Negars Repubik Indonessa Tahun 1287 Nomor 22,
Taprbadven Lemniaran hegara Mo 2831,
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C. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Kewenangan Popinsi sebagail Daerah Ctonom
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 9, menyalakan bahwa;

{1)Kewenangan Propinsi sebagail Daerah Ctonom mencakup
kewenangan dalam bidang pemerinlahan yang bersiflal
lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam
bidang pemerintahan Lertentu lainnya.

{2)Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Ctonom termasuk
Juga kewenangan vyang Lidak alay belum dapal
dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

(3)Kewenangan Propins: sebagal Wilayah Adminislrasi
mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah.

Pazal 10 Undang-Undang No.2Z Tahun 1999 dinyalakan
bahwa,

(1)Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional
yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab
memelihara kelestarian lingkungan sSesual dengan
peraturan perundang-undangan.

(Z2)Kewenangan Daerah di  wilayah laul, sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 3, meliputi:

a. eksplorasi, eskplioilasi, onservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut
tersebut;

b. pengaturan kepentingan administratif;

C. pengaturan tata ruang:

Pertambanganiya beberaps wiksyah
HaabagrviondKob nupun andir Keabuperdoiols demgn Propirs, denfat of wiksrsly kol yany kel anias 4 (o] senpe) dengan
12 {chum belas) mi aut, () Merderi spabils wiaysh Huasa Pertambangannya terletal deiam beberaps vdlaysh Propinsi dan tidak dilskukan
teja sama antar Propins:, dan/stay o wiisyah taut yang terietak o luar 12 {ous beias) ml But.
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d. penegakan hiukum Lerhadap peraluran yang
dikeluarkan oleh Daerah atau wyang dilimpahkan
kewenangannya oleh Pemerinlah; dan

e.bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di

wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada Avat (2),

adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah

Propinsi,

(4) Pengaiuran lebih lan jul Merngens .l kelenluan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan
dengan Peraluran Pemerinlah. ™

Dalam pidang perlambangarn, Gubernur sesual
kewenangannya berhak memberikan izin kepads investor
abas permohonan pencadangan  wilayah  perlambangan
apabila pencadangan wilayah yang dimchon terletak
pada wilayah linlas Habupalen/EolLa dan wilayah laul
di luar sepertiga dari batas laut daerah Propinsi.’

Gubernur juga memberikan izin Kuasa Perlambangan
(KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian EKerja

Pengusahaan Perlambangan Balubara (PEP2B}, sesual

7% f{gwenangan Propins! juga diperteges dalam Peraturan Pemerintah Mo 25 Tehun 2000, Pasal 3 bagien 3, yaitu i bidang

Pratmmangan can Erewg - {8) Penyedsan dakumgsn pengendangan dan penvfatan snisscays mineal dan s st o bawah
Iansh, (b) pemberian En Usaha ol pertambangan umum Bntas Kabupatan/Wota vang mespuli skspiorasi dan eksploitasi (c) pembenan
hhmmﬂﬁhndniﬁhﬁhnﬁﬂmnwmnpmwﬂdnﬂuuhgﬂmﬂnm@pqﬁﬂmummﬁpnﬂmﬂn
eney non miges kecusl behan radio skl peds wisyah laut dar 4 sampai dengan 12 mil, (g} pelatihan dan penelitisn & bidang
;uumugmamuuyddqanumd

¥ehulenan dan Perkebunan, dalam bagian 4. hal-hal yang berksitan dangsn Dsersh Propinel yang berkaitan

WWMWPM it serts secara aldf bersama Pemermtah datsm menetapkan kawasan corta perubahan fungs
dan sialis hidan GRaT Fahgha parancanaan 1583 ruang Propinsl beidasarkan kesspakiatan antars Propins! dan Kabupaten/iols.

™" Keputusan Mentssi Enargi den Sumber Dave Minersl Mo, 1503 KMOAMEN/2003 tentang Pedomen Pencadangan Wilayah
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lingkupnya.@Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 telah dipertegas pula dalam Ayat (1) bahwa,
hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan
Pemerinlahan Daerah melipulis {a) kewenangan,
tanggurng jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengendalian dampak, budidaya, dan peleslarian; (b)
bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber dayas lainnya; (c) penyerasian lingkungan dan
tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Dalam Ayal (2) dinyalakan bahwa, Hubungan dalam
bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya anlar pemeriniahan daerah melipullis {a)
pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lalnnya vyang menjadi  kewepangan daecah, (D)
kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintahan
Daerah, dan (c) pengelolaoan perizinan bersama dalam

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

7 Keputusan Mentor Energl dan Sumber Daya Mineral Mo, 1453 W2OMENT000 Tentang Pedoman Teknis Penyetengoaraan
Tugee Pemerintshan i Bidang Pertambangan imom:
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D. Xewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Daiam ketentuan PFasal 11 Undang-Undang No. 22
Tahun 1989 dinyvatakan bahwa,

(1) EKewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
mencakup semus kewenangan pemerintahan selain
kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan
vang dialur dalam Pasgal 9,

{(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan
oleh: Daerah Kabupalen dan Daerah Kola melipuli
pekerjaan  umum, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, perlLanian, perhubungan, dinduslri
dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, perianahan, koperasi, dan lLenaga kerja.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal §

Undang-Undang No.22 Tahun 1999, ditetapkan dengan

Peraluran Pemerinlah. Bupali/WalikolLa dapal

menerima/menoclak dan memberikan izin Kuasa

PerlLambangan (KP), Konlrak Karya (KK) dan Perjanjian

Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKF2B),

sesual lingkupnya i

™ e
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E. Perimbangan Keuangan  hasil pendapatan usaha
pertambangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Paszal E butir 13 mengatur mengenai
perimbangan keuangan antara Pemerintah dan
Pemerinlah Daerah. Perimbangan keuangan anlara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu
sislem pembagian keuvangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan bertanggung Jawab
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi,
dan kebuluhan daerah serla besaran pendanaan
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas
penbanluan,’®
Peraluran Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dinyalakan:
(1) Daerah berwenang mengelscla sumber  daya
nasional yang Lersedia di wilayahoya dan

bertanggung jawab memelihara kelestarian
lingkungan sesual dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Kewenangan Daerah di wilayah laut,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a.eksplorasi, eskploitasi, konservaszi, dan

pengelolaan kekayvaan laut sebatas wilayah
laut tersebut;

b. pengaturan kepentingan administratif;

c. pengaturan tata roang;

™ fndomesie, Undang Undang lenfang Pemeninishen Deerah, Undang-Undang Mo, 32 Tatun 2004., Pasal TAngka 12.
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d. penegakan hukum Lerhadap peraluran yang

dikeluarkan oleh Daerah atau yandg
dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerinlah;
dan

2, bantuan penegakan keamanan dan kedasulatan
negara.

(3) Kewenangan Daerah Habupaten dan Daerah Kota
di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada
ayal (2), adalah sejauh seperliga dari balas
laut PDaerah Propinsi.

(d) Pengaluran lebih lanjul mengenal kelenluan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan
dengan Peraluran Pemerinlah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan
pakel kebi jakan pendamping dari Undang-Uundang
Nomor 22 tahun 1899 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam perlimbangannya, Undang-Undang No.25 Tahun
1999 dikeluarkan dengan maksud “untuk mendukung
penyelenggaraan olonomi dagerah melalul penyediaan
sumber-sumber pembiayaan berdasarkan
desenlral isasi, dekon=senl rasi, dan Lugas
pembantuan. Indang-Undang No.25 Tahun 195849
diperlukan untuk mengatur perimbangan keuvangan
Pemerintah Pusat dan Daerah Dberupa sistem
keuangan yarng diatur  berdasarkan  pembagian
kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang jelas

antar Lingkal Pemerinlahan., Undang-undang indi
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sebagal akomodir Lerhadap tuntutan daerah
pengahasil sumberdaya alam vyang berasal dari
hasil tambang. Daerah pemilik sumberdaya alam
seperti Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan
Papua Lentunya berhak memperoleh pendapalban yang
lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah yang
Lidak memiliki sumberdaya alam. Sumberdaya alam
tersecbut meliputi hutan, minyak, gas dan tambang.
Sangallah wajar apabila dikallkan dengan kondisl
masyarakatnva, karena semula daerah pemilik
sumberdaya alam malah secara ekonomi pembanguian
dan tingkat kesejahteraannya Justru termasuk
paling rendah dibandingkan dengan daerah laln
yang tidak memiliki sumberdaya alam.’

Hal vyang menarik dari Undang=Undang LenLang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini, adalah
tentang komposisi pembagian hasil sumber daya
alam antara Pusat dan Daerah. Dana perimbangan

tersebut terdiri dari :

™ Suliman M Sembrng, <Rk, Mafan Hulum don Kobfakan Pongolblsan Kasssan Konsorvas! df Indonesiz, Jobar -
Lembana Pengembangan Hulurm Lingkungan indonesi (ICEL), 1999 hin 125
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a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam;

b. Dana alckasi umum dan;

c. Dana alokasi khusus.

Komposisi atau perimbangan dana Pemerintah
Pusal dan Daerah Lersebul dapal dilihalt dalam

tabel.



Tabel No. 4 Komposisi atau perimbangan dana Pemerintah Pusat
dan Daerah
Sumher Pendanaan Porai Penerimaan Pusat Porai
(%) Daerah
{%)
Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan 10 20
Bangunan
Penerimaan Negara dari Bea Perolehan 20 an
Hak Atas Tanah dan Bangunan 108% Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan dan
20% dari perclehan Hak
Ltas Tanah dan
Bangunan yang menjadi
bagian pusat ind
dibagikan kepada
seluruh Kzabupaten dan
Kota
Penerimaan Negara dari Sektor 20 80
Kehutanan
Penerimaan Negara dari Sektor 20 80
Pertambangan Umum
Penerimaan Negara dari Sektor 20 g0
Peri kanan
Penerimaan Negara dari Sekitor Minyak,
Gas Alam E
Untuk Vlertambangan Minyak, setelahi g5 15
dikurangi komponen pajak se&udiI
ketemtuan yang berlaku |
Untuk Pertambangan Gas Alam setelah 70 30

dikurangl pajak sesuai ketentuan yang

beriaku

Sumber: Undang-Undang Na.

Keuangan Pusat dan Dacrah

25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan
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BAB IV

KAJIAN TERHADAP PELUANG INVESTASI
DI BIDANG PERTAMBANGAN PADA KAWASAN HUTAN
PASCA BERLAKUNYA PERPU NO. 1 TAHUN 2004

A. Investasi Usaha Pertambangan Dan Jenis Usaha Dalam
Kawasan Hutan Lindung

Indonesia mempunyal sumber daya alam yang
melimpah dan sudah dikelola sejak tahun 1967.
Dengan dikeluarkannyva Undang-Undang No. 1 Tahun
1867 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), Indonesia
telah mengeluarkan kebijakan pembukaan investasi
dengan cara mengundang investor asing. BSaat 1ini,
kebutuhan Indonesia untuk membuka investasi usaha
guna mengelola sumber daya alam dilatar belakangi
oleh beberapa alasan antara lain, Politik Hukum
Penanaman Modal/Investasi Usaha Pertambangan di
Indonesia.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak

tahun 1997, yang kemudian berlanjut menjadi krisis
ekonomi dan krisis multi-dimensional, menyebabkan

Indonesia sangat tergantung kepada investor untuk
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mengelcla sumber daya alam. Keadaan ini sebenarnya

pernah pula dialami Indonesia ketika Pemerintahan

Orde Lama dengan kebijakan ekonomi-politiknya vyang

menyebabkan: %,

1. Ekspor turun dari US $ 620 juta (1960) menjadi
US $ 462,7 juta (1965);

2. Utang Luar Negeri meningkat dari US & 900 juta
(1961) menjadi US § 250 Jjuta (Juli 1968, naik
250%. Debt Service Ratio tidak terpenuhi,
sehingga Pemerintah secara sepihak “mengempang
utang”;

3. Inflasi mengganas sehingga indeks biaya hidup
naik 438 kali lipat (Juli 1966 terhadap 1960),
nilai rupiah turun dari Rp. 160 (1260) menjadi
Rp 120 (Juli 1960);

4, Defisit Anggaran Belanja Negara naik dari Rp.
6,9 juta (1960) menjadi Rp. 5.237,7 juta (Juli
1966 menjadi Rp 5.237,7 Jjuta (Juli 1966) atau

mengalami kenaikan 759 kali.

o Kompas, 25 Juni 2000, him 20-21. Emil Salim, Seribu Hari Pertama Orde Baru 1965-
1968 dalam buku Sularto (ed) Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia,
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Bagl Bangsa Indonesia keadaan demikian seperti
pada masa berakhirnya Pemerintahan Orde Baru. Emil
Salim sebagaimana dikutip oleh Damar Juniarto
menyatakan bahwa’®, pada masa Orde Lama kehancuran
hanya pada sektor ekonomi mikro saja, sedangkan pada
masa Orde Baru kehancuran tersebut terjadi baik di
ekonomi makrc maupu mikro. Kehancuran ini paling
terlihat pada sektor industrli vyang menjadi sektor
andalan pada masa Orde Baru.

Utang Indonesia dari berbagai sumber terbagi
menjadi utang negara dan utang swasta. Menurut
INFID® indikator utang yang menjadi beban Indonesian
sebagail berikut:

“Total external debt, public and private, is abaut
§ 150 billion, and it is abaut 100 percent of GDP.
The total amount of govermment debt, external
and cdomestic debt, is also around & 150 billion,
composed of S$80 billion deomestic, Indonesia enters
the league of severely in debted countries together
with Brazil,Argentina,and Eguador”.

Semoga saja 1investasi pengelolaan sumber daya
alam di Indcnesia tidak 1lagl didasarkan pada

keharusan untuk membayar utang atau karena tekanan

gy
1bid
7 INFID's, Background Paper an Indonesia’s Debt, INFID Lobby on CGI Meeting,
November 2001.



politik negara lain, sehingga pengelclaan sumber
daya alam di Indonesia sesuai dengan Ketentuan
Politik Hukum tertinggi Indeonesia sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).7% Politik
hukum untul peningkatkan investasi sudah diatur
dalam Program Pembangunan Nasional 2000-2004.
Terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan
investasi menurun tajam dibandingkan masa sebelum
krisis dan secara langsung berakibat pada rendahnya
pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lalu lintas modal,
masih terjadi pelarian modal wyang mana arus modal
swasta yang keluar masih lebih besar dibandingkan
arus modal swasta vyang masuk. Penurunan investasi
ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor
keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan
yang masih belum membaik telah menghambat niat
investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan

modalnya di Indonesia. Untuk itu, pemulihan keamanan

™ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945., Pasal 33 Ayat (2) Cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat
(3) Bumi dan air dan kekayvaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
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dan ketertiban serta stabiltas pelitik menjadi
prasyargt bagi meningkatnya kegiatan investasi.”

Propenas Tahun 2000-2004 dalam kebijakan ke- 7
dinyatakan bahwa, pemanfaatan kekayaan sumber daya
alam secara berkelanjutan diarahkan untuk
keberlanijutan sistem perekonomian dan sistem
kemasyarakatan ditentukan oleh keberlanjutan sistem
sumber daya alam, vang berfungsi sebagal penopang
sistem kehidupan. Oleh karena itu, setiap upavya
pemanfaatan sumber daya alam nasional akan
diletakkan dalam kerangka pengembangan sumber daya
alam yang berkelanjutan.m

Khusus mengenai program pengembangan dan
pengelolaan hutan dan lahan; program ini bertujuan
untuk: (1) meningkatkan mutu dan produktivitas hutan
melalul pengelolaan hutan secara efisien, adil, dan
berkelanjutan, sehingga meningkatkan kontribusi

hutan terhadap perekonomian nasicnal dan daerah

" Indonesia, Undag undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

2000-2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206. Bab [V Pembangunan
Ekonomi : Arah Kebijakan ke 5 Meningkatkan Investasi mencakup : peningkatan penanaman Modal
asing dan penanaman modal dalam negeri, program peningkatan penanaman modal asing dan
penanaman modal dalam negeri, percepatan restrukturisasi perusahaan negara dan program
restrukturisasi perusahaan negara.

™ Ihid.,
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serta kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan
Efisienii dan produktivitas sumber daya lahan
melalu’ keterpaduan pengelclaan antar Dberbagai
pemanfaatan secara adil, berimbang, dan
berkelanjutan, sehingga lebih dapat meningkatkan
pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran program ini adalah : (1) meningkatnya
pengelolaan lahan hutan kurang produktif serta
berkembangnya hutan rakyat dan pengelolaan hutan
berbasis masyarakat; (2) meningkatnya nilai riil
hasil hutan serta meningkatnya peranan pruduk dan
jasa hutan; (3) meningkatnya peran hutan lindung dan
hutan konservasi dalam perekcnomian masyarakat; (4)
menurunnya pencurian; perambahan hutan, serta
kebakaran hutan; (5) meningkatkan kemantapan status
kawasan hutan berbasis pengakuan masyarakat;
meningkatnya efisiensi pembalakan (logging) dan
industri kehutanan; (8) terselenggaranya
desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan yang
efisien dan lestari; (9) meningkatnya investasi dan
peluang usaha bidang kehutanan; (10) meningkatkan

penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat;
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(11) meningkatnya keseimbangan antara pemanfaatan
dan kogservasi dalam pemanfaatan lahan dan hutan;
(12} rpeliharanya fungsi kawasan konserwvasi hutan

lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan

pengelolaan 1lahan dan hutan; (13) berkurangnya
lahan-lahan kritis pertanian dan kehutanan; (14}
meningkatnya kepastian hak atas lahan; (15)
berkurangnya konflik atas lahan; dan (16)

berkembangnya kelembagaan masyarakat vyang mampu
mengelola lahan secara terpadu.

Dalam rangka mencapal sasaran program, kegiatan
pokok wyang dilakukan adalah: (1) penyusunan rencana
dan mekanisme gistem perencanaan pengelolaan
pembangunan pertanian dan kehutanan; (2} pemantapan
kawasan pertanian dan kehutanan berbasis pengakuan
masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan
perpetaan kehutanan; (3) pencegahan konversi lahan-
lahan pertanian dan kehutanan untuk kegiatan non
pertanian dan non kehutanan; (4) inventarisasi dan
peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan hasil-
hasil hutan dan jasa lingkungannya; (5)

pengembangan penataan kelembagaan
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sumber daya hutan dengan penguatan kelembagaan
masyarakat lokal; (6) peningkatan efisiensi
pembaldkan dan pengolahan hasil hutan dan
peningkatan daya guna hasil melalui penerapan iptek
akrab lingkungan, penyeimbangan produksi dan
kebutuhan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu,
pemanfaatan kayu dari areal perksbunan, dan
penegakan hukum vyang konsisten; {7) percepatan
peningkatan pelaksanaan reboisasi, penghijauan,
serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis: (8)
pengembangan hutan tanaman, hutan kemasyarakatan,
hutan _rakyat dan aneka usaha kehutanan; (8)
perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan,
kebakaran, perambahan, dan serangan hama penyakit;
(10) eksplorasi dan inventarisasi potensi
keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata/jasa
lingkungan; (11) pengembangan kemitraan usaha dalam
pengelolaan hutan dan 1ndustri kehutanan; (12)
pembinaan pengeloclaan hutan yang ada dan sosialisasi
multifungsi hutan dalam rangka sinkronisasi untuk
memperkecil konflik sosial yang terjadi di sekitar

kawasan hutan; (13) penyuluhan, pendidikan, dan
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pendampingan untuk mendorong peran dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan kehutanan; (14)
pengempangan kelembagaan kehutanan baik nasional
maupuny daerah selaras dengan desentralisasi, yang
diikufi dengan pengembangan profesionalisme dan
pendayagunaan aparatur; (15) pengkajian dan
penyempurnaan peraturan dan kebijakan bidang
kehutanan; (16) pengintegrasian pengembangan dan
pengelolaan kawasan kehutanan dengan upaya
pengembangan pertanian dalam bentuk agroforestry:
dan (17) pengembangan sistem pengawasan pengelolaan

hutan dan lahan.’’

™ Memperhatikan ketentuan sasaran pengembangan dan pengelolaan hutan angka
(3) angka (12). kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai program dilakukan dalam
angka (3), dan melihat program pemanfaatan sumber daya alam mineral terlihat tidak
tergambar secara jelas bahwa usaha pertambangan sebenarnya banyak masalah dengan
kebijakan dan peraturan baru dalam bidang kehutanan. Sasaran program tidak tegas
menyelesaikan konflik usaha pertambangan di hutan lindung yang sebenarnya sudah terjadi
sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1[990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sasaran Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral adalah : (1) meningkatnya
umur produktif pada pengelolaan cadangan sumber daya mineral; (2) menurunnya dampak
negatif kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan; (3) lebih terbukanya peluang
bagi dacrah otonom untuk lebih meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli daerah; (4)
terciptanya iklim usaha pertambangan yang mendorong kegiatan ekstraksi pertambangan
dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan ekonomi pasca tambang; (5)
meningkatnya kemampuan penyediaan informasi sumber daya mineral di pusat maupun di
daerah dengan mengutanakan pemanfaatan kemampuan pusat-pusat pertambangan dan
geologi yang ada di dalam negeri; (6) bertambahnya kemampuan survei pertambangan di
daerah lepas pantai dan lautan; dan (7) meningkatnya kepastian berusaha bagi
periambangan rakyat ataupun pertambangan secara umum.
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Investasi di bidang pertambangan dalam kawasan
hutan sih menginduk pada Undang-Undang No. 5
Tahun § 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kehutgnan dan diatur melalui Sistem Pinjam Pakai
Kawasgn Hutan yang sebenarnya dalam hal ini banyak
ditentang oleh rezim kaum environmentalism. Sebab,
diduga mekanisme pinjam pakai kawasan hutan ini akan
menjadi tumpang tindih dan saling melempar tanggung
jawab terhadap pemasalahan lingkungan. Jika dilihat
dari definisi tentang “Hutan Lindung” yaitu, kawasan
hutan yang karena keadaan sifat alamnya
- diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan
bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan
kesuburan tanah. Apabila hutan lindung dibagi, maka
hutan ini akan kehilangan fungsinya sebagai
pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam

seperti banjir, erosi dan lain-lain.®®

Indonesia, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN. No. 49 . TLN No. 3419,

* Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 5
Tahun 1967 vang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
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Pemanfaatan kawasan hutan melalui pinjam pakai
kawasang hutan sebenarnya lahir karena tekanan
investdsi vyang lagi booming pada tahun 1980- an di
bidangl pertambangan, dalam Sidang Kabinet Terbatas
pada jJoulan Oktober 1980, Menteri Kehutanan telah
mengdariskan kebljaksanaan dalam penggunaan kawasan
hutan untuk keperluan lain. Pinjam pakai®' kawasan
hutan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri
Kghutanan Nomor 55/Kpts-II1/1994 tanggal 7 Pebruari
1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan
Direktorat Jenderal Kehutanan No. 64/Kpts/DJ/1978
tanggal 23 Mei 1978, Sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-I1/1994, kawasan
hutan vyang dapat dipinjam pakaikan adalah hanya
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan tersebut

dipergunakan untuk kepentingan umum terbatas.®

o Pinjam Pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan

hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan
pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan

¥ Kawasan Hutan yang dapat dipinjam pakaikan sesuai Pasal 9, Avat (1) Pada dasarnya

kawasan hutan produksi yang dapat diserahkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara
pinjam pakai, Avat (2) Kawasan hutan selain hutan produksi. hanya dapat dipinjam pakaikan kepada
pihak lain bila akan dipergunakan untuk kepentingan umum terbatas.
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Meskipun ada aturan yang melarang, namun
kenyata?nnya yang terjadi di lapangan sangat
berbedf. Investasi di bidang pertambangan sangat

berkempang dengan pesat, karena Indonesia mempunyai

sumbef daya mineral yang cukup besar, seperti emas,
tembgga, perak, nikel, batubara, bauksit dan 1lain
sebafyjainya banyak dijumpai di Indonesia.

Saat ind, Indonesia merupakan salah satu
pfodusen emas, tembaga dan batubara terpenting di
dinia. Pertumbuhan wusaha di bidang pertambangan
merupakan sektor usaha vyang tertinggi dari seluruh
industri primer dalam 1lima tahun terakhir. Harus
diakui bahwa perkembangan vang pesat pada
pertambangan Indconesia hingga saat ini disebabkan
oleh kehadiran perusahaan-perusahaan asing. Sampai
akhir tahun 1885, terdapat 132 Kontrak Karya
Fertambangan dan Kontrak EKerja Sama Batubara. Dari

Jumlah tersebut tercatat ada 11 proyek Kontrak Karya

Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang

pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah serta tidak
dipergunakan untuk mencari keuntungan, untuk keperluan pembuatan jalan umum, saluran

pembuangan air, saluran pengairan, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum,
repeater telekomunikasi, stasiun-stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, bak penampung dan
pipa saluran air bersih.
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Pertambangan yang sudah terealisasi dan berproduksi,

ih dalam tahap kontruksi, 24 dalam tahap

elayakan dan 8 dalam tahap survei-eksplorasi,
88 selebihnya sudah dihentikan karena tidak
83
bidang batubara dari 10 proyek PKP2ZE,
terdapat 8 KKS batubara yang sekarang sudah berupa
ang yang berproduksi. Meskipun secara
kgseluruhan sampal sekarang angka keberhasilan dalam
pkoyek KKP masih dibawah 10%, tetapi apa yang telah
dihasilkan pertambangan Indonesia dewasa ini sudah
sangat mengesankan. Hal 1ini tampak jelas dari
perbandingan angka-angka produksi hasil tambang
semasa Hindia Belanda Tahun 1940 dan angka-angka

produksi Tahun 1994. ( lihat Tabel 4).

¥ § Sigil, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia, (Jakarta : Yayayasan
Minergy Informasi Indongsia, 2004., him, 233.
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Tabel 4. Produksi Hasil Tambang Utama Indconesia.

han Galian Satu- 1940 1994 1895
i an

Beftubara ton 2.000.680 31.5851. 41.710.385
T§mah ton 43.890 073 44,218
as Kg 2.801 31.100 6Z.698
rak kg 46.641 42.612 268.694
auksit ton 275,330 107.026 904.459
iji Nikel ton 55.540 1.342.4 2,513,384
I dlm Npmatie ton = 02 45463
Ni dlim ton - 2.311.5 10.735
Feronikel ton - 10 1.510.256
Konsentrat ton 45.325 348.371
Tembaga 5.745
Konsentrat 1.065.4
Pasir besi a8
334 _.885

Sumber:Direktorat Jendral Pertambangan Umum,1995

Komoditi tambang baru yang dihasilkan Indonesia
se’jak tahun 1870-an yang terpenting adalah
konsentrat tembaga, nikel kasar (nickel matte)},
teronikel dan konsentrat pasir besi.

Melihat lenjakan angka-angka produksi ini dapat
dikatakan bahwa, pada dekade 1990-an benar-benar
merupakan awal kebangkitan pertambangan Indonesia.
Jika dahulu negerli inl hanya dikenal sebagail

penghasil timah nomor 3 atau nomor 2 di dunia, kini
83



peringkat Indonesia dalam pertambangan dunia sudah

jauh legbih menonjol. Selain sebagai penghasil timah

terkemfika, Indonesia sekarang tercatat sebagai
pengekspor batubara uap nomor 3, penghasil nikel
nomerf 5 dan penghasil emas nomor 9 di dunia. Selain
mulai tahun 1997, setelah program perluasan
ng Freeport Indonesia di Irian Jaya , Indonesia
jadi penghasil tembaga nomor 2 terbesar di dunia.
Diantara semua perkembangan baru tersebut, yang
ling dramatis adalah kebangkitan kembali industri
pertambangan batubara. Industri yang sudah hampir
ditutup sama sekali pada akhir tahun 1990-azn, telah
demikian pesat perkembangannya sejak sepuluh tahun
yang lalu. Produksi batubara Indeonesia yang hanya
sebesar 180 ribu ton dalam tahun 1988 meningkat
berlipat ganda menjadi hampir 32 juta ton dalam
tahun 1998, dan diperkirakan mendekati 42 juta dalam
tahun 2002 yang lalu, meskipun pertambangan
Indonesia dewasa 1ni sudah masuk hitungan kelas
dunia, tetapi sebenarnya belum seberapa banyak
jumlah tambang yang ada dibandingkan dengan luas

daratan negeri ini yang berjumlah lebih dari 1.900
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kmZ. Di Sulawesi pulau seluas 180.216 kmZ vyang
diketah'1i besar potensi mineralnya, saat ini baru
ada 2 oserusahaan tambang yang beroperasi. Terlebih
lagi d4i Irian Jaya dengan luas daratan sebesar
416.1 .9 km2, hanya terdapat 1 perusahaan tambang,
sedar gkan potensi mineral wilayah ini sudah terbukti
dari tambang Grasberg dan sekitarnyva. Selain itu,
masih terdapat banyak tambang-tambang besar di
st belah perbatasan Papua Nugini.

Dibidang tambang bahan galian logam yang sudah
berproduksi pada akhir tahun 1995 hanya 2 perusahaan
tambang milik negara yaitu Tambang Timah dan Aneka
Tambang, dan 11 perusahaan asing atau patungan yang
beroperasi berdasarkan kontrak karva pertambangan
mengusahakan tembaga, nikel, timah, emas, dan perak.

Di bidang batubara, selain 1 perusahaan milik
negara yailtu Tambang Batubara Bukit Asam, saat ini
yang sudah berproduksi tercatat ada & Perusahaan
Swasta Nasional dan 8 Perusahaan Swasta Asing, atau
patungan yang beroperasi sebagai kontraktor. Diluar
itu masih terdapat sejumlah Perusahaan Swasta

Nasional kecil, Koperasi, dan Pertambangan Rakyat
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yang berusaha di bidang batubara dan logam mulia,
tetapli kegiatan mereka ini tidak menentu. Tidak
termas tk dalam angka-angka sejumlah besar usaha
penggeslian dan penambangan berbagai bahan galian
bukan logam yang tersebar luas di seluruh wilayah
Indoresia. Harus diakui bahwa sampal saat ini
bagesian terbesar produksi bahan tambang utama
Inconesia adalah hasil kegiatan Perusahaan Asing.
Ur tuk Tahun 1988, 100 % dari konsentrat tembaga dan
nikel kasar, kurang lebih 93 % dari emas dan 89%
ddari perak, 23 % dari timah dan hampir 70% dari
seluruh produksi batubara, berasal dari kegiatan
perusahaan asing. Namun, dalam sepuluh tahun
terakhir ini sudah pula mulal tampak adanya minat
para pemodal nasieonal untuk turut bergiat dalam
usaha pertambangan, baik secara sendiri maupun dalam
usaha patungan dengan pihak asing.

Pemerintah memang berharap bahwa pengembangan
proyek  pertambangan baru  berukuran besar di
Indonesia dapat berlangsung dengan mengikut sertakan
modal swasta asing. Hal ini sejalan dengan

kebijasanaan pemerintah untuk tidak menggunakan dana
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dari APBN wyang terbatas bagi pengembangan proyek
pertambangan yang berisiko tinggi. Selain itu,
mengin,at kenyataan bahwa kemampuan nasional untuk
berusaia di bidang pertambangan pada saat itu masih
sanga' terbatas.

Adanya kemungkinan ikut sertanya modal asing
dalzn usaha pertambangan diluar minyak dan gas bumi
dit antukan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No.
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang
manyatakan bahwa, “Penanaman Modal Asing di bidang
pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan
pemerintah atas dasar kontrak karya (KK} atau bentuk
lain sesuail dengan peratuan yang berlaku”. Ketentuan
tersebut didukung pula oleh ketentuan Pasal 10
Undang-Undang No.1ll Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan bahwa, ;
1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai

kontraktor, apabila diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan yang belum atau tidak dapat
dilaksanakan sendiri o¢leh instansi pemerintah,
atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku

pemegang kuasa pertambangan;
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2.Dalam mengadaan perjanjian karya dengan kentraktor
seperti dimaksud dalam Avyat (1) Pasal 1ini,
instansi pemerintah atau perusahaan negara
ber; egang pada pedoman~pedoman, petunjuk-
pet anjuk, dan syarat-syarat yang diberikan
me teri;

3. Pr rjanjian karya sebagaimana dinyatakan dalam
iwat (2) Pasal mulai berlaku sesudah disahkan
cleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR,
apabila menyangkut eksplcoitasi golongan B,
sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan
dalam Pasal 13 Undang-Undang 1ini dan/atau
perjanjian karyanya berbentuk Penanaman Modal
Asing.

Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan
umum didasarkan pada Kontrak Karya (KEK). Filsafat
dasar yang menjadi landasan Kontrak Karya adalah,
bahwa pemerintah sebagai kuasa negara memberi kuasa
kepada pihak perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
usaha pertambangan sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian {kontrak) . Kontrak karya merupakan

perjanilan antara pemerintah dengan investor.
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Pemerintah berkedudukan sebagal principal sedangkan
pihak perusahaan sebagai kontraktor. Perjanjian ini
berlan: sung antara Departemen Pertambangan dan
Energli mewakill pemerintah dengan pihak perusahaan
asing ataupun dengan perusahaan patungan asing
nasicaal.

Hak dan kewajiban kontraktcor secara keseluruhan
cukip terperinci dicantumkan dalam kontrak karya.
Se pagian isi perjanjian dalam kontrak karya sesuai
d:ngan ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam
jeraturan perundang-undangan vyang berlaku dan
sebagian lagi merupakan kesepakatan berdasarakan
hasil perundingan.

Kontrak Karya sampai saat ini masih berlaku dan
sangat membantu menumbuhkan iklim usaha vyang
diperlukan dalam usaha pertambangan. Keadaan
demikian disehébkan oleh beberapa faktor vyang
menguntungkan antara lain; (1). Kontrak Karya
bukanlah sekedar surat ijing melainkan suatu
perjanjian yang mengikat pihak pemerintah dan telah
dikonsultasikan dengan DPR. (2) Ketentuan-ketentuan

dalam kontrak karya mencakup keaseluruhan tahap
89



usaha pertambangan, mulai dari:penyelidikan sampai
eksploitasi, pengolahan dan pemasaran hasil
tambant nya; (3) Perusahaan pemegang kontrak karya
terhindar dari kemungkinan terjadinya perubahan
perma’ nan di belakang hari, karena diberlakukan asas
lex specialis terhadap kontraknva, dan tidak
menc ibah apapun yang telah disepakati; (4) Rumusan
ket antuan dalam kontrak karya pada umumnya cukup
jelas dan tidak mengandung sesuatu yang asing atau
t .dak dikenal dalam dunia usaha pertambangan pada
rmumnya; (5) Perusahaan PMA diberi hak mentransfer
ke luar negeri dalam mata uang asing yang
dikehendaki. Transfer tersebut berasal dari dana
yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan yang
menjadi bagian pihak asingnya, dana yang berasal
dari penghapusan dan penjualan saham yang dimiliki
pihak asing biaya untuk tenaga kerja asing, serts
pembayaran ganti  kerugian dalam hal terjadi
nasionalisasi terhadap perusahaan.

Usaha pertambangan sampai dengan tahun 2004,
gesual data vyang disampaikan oleh Tim Terpadu

Menteri Perokonomian menjelaskan bahwa, ijin
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pertambangan sebelum berlakunya Undang-Undang No.
41 Tahun 1999 terdapat sekitar 150 perusahaan yang
terhambat kegiatannya.

Dari jumlah 150 perusahaan saat ini tinggal 124
perus:haan yang masih bertahan dengan perincian 4
KK, 356 KP dan 24 PKP2B. Dari jumlah tersebut,
sebaiyak €8 perusahaan (KK dan  PKPZB) sudah
mel akukan kegiatan serendah-rendahnya eksplorasi,
sf lebihnya masih melakukan kegiatan penyelidikan
vnum atau eksplorasi awal.

Tabel 5. Total Areal yang Sudah Diberikan dalam KP,KK, dan PKP2B

Pulau KP KK PKP2B LUAS (Ha)
Sumatera 322 11 6 13.432.778.88
Kalimantan 193 18 24 13.974.437.51
Sulawesi 42 5 x 1.753.075,92
Irian Jaya 18 6 | 5.039.694,87
Jawa 128 - - 424.425.77
Bali 2 - - 9.402.00
NTB - 1 - 197.746,35
NTT 38 - - 935.643.61
Maluku 9 1 - 209,713.25

762 42 31 35.976.917.16

Sumber : Sembiring, Peran Industri Pertambangan Umum dalam
Pengembangan Wilayah, Paper pada Temu Profesi Tahunan V,
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Jakarta 29 Agustus
1996
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Keinginan untuk memberikan ijin tersebut
sebagai langkah Pemerintah untuk menggerakkan
investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi
Indonesia saat 1ini. Jika mengharapkan proyeksi
perturibuhan ekonomi 5 persen tahun 2005 dan 5,5
persen pada tahun 2006 saja, Indonesia memerlukan
investasi Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun.
Dari investasi yang diperlukan tahun 2005 sebesar
Rr. 379,8 triliun hanya Rp. 82,3 triliun yang
d .perkirakan berasal dari Pemerintah. Sebagaian
| esar, yakni Rp. 297,5 triliun berasal dari
nasyarakat. Sementara itu untuk 2006, dari investasi
Rp. 471,4 triliun, dari masyarakat Rp. 378,6 triliun
dan sisanya  Rp. 92,9 triliun  berasal dari
Pemerintah.Dari data sebagaimana diuraikan tersebut,
menunjukkan bahwa investasi asing di Indonesia
sangat diperlukan untuk berlanjutnya pembangunan.
Investasi asing tidak terbatas pada industri
manufaktur saja, namun invesatasi tersebut
seharusnya menawarkan investasi unggulan yang dapat
menarik para invester. Investasi unggulan yang dapat

ditawarkan aleh Indonesia kepada investor
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tersebut adalah bidang ekpleoitasi bahan mentah
yang membuat pembangunan Indonesia yang tergantung.®
Termasuk upaya Pemerintah membuka 1ijin usaha
pertambangan baik berupa KP, KKP maupun PKPZBR yang
baru.

Pemerintah pada saat kepemimpinan Presiden
Megawati Soekarno Putri telah mencanangkan dan
merouka kembali investasi usaha pertambangan di
Irdonesia. Potensi sumber bahan mentah tersedia
dlharapkan dapat diclah dan dimanfaatkan dengan
‘iengundang investor di bidang pertambangan untuk
nembangkikan kembali usaha-usaha pertambangan yang
telah mengalami penurunan. Apabila investasi
tersebut dapat berjzlan diharapkan dari perusahaan
tambang akan diperoleh pendapatan yang mencapai 16,8
milyar dollar AS dengan perkiraan tenaga kerja yang
dapat terserap tidak kurang dari ©3.892 corang.

Investasl bidang wusaha pertambangan sebagai

sarana meningkatkan devisa untuk negara diharapkan

" Femando Henrique Cardoso; “Assosiated Depedent Development : Theoritical and
Practical Implications”, dalam Arief Budiman, Teori Pembangunan Dynia Kﬁﬂ% (.fakarr;a :

Ciraedin, mq.‘l hn] 15,
9



dapat mulai berjalan padi tahun 2005. Dari 13
perusahaan yang diijinkan beroperasi berdasarkan
Perpu 1 tahun 2004 diharapkan Pemerintah akan
memperoleh penerimaan negara berupa pajak dan bukan
pajak. Dari  pajak akan diperocleh  pendapatan
299,770.00 dollar US per tahun, bukan pajak
80,030.00 dollar US per tahun. Jika dijumlah dengan
9 mwnerusahaan lainnya, maka potensi penerimaan
ne gara per tahun dari Kontrak karya Pertambangan
dan PKP2B yang tumpang tindih dengan kehutanan dapat
1encapai 501,064.00 ribu dollar 0S.%°

Jika dikaitkan dengan ketentuan jenis usaha di
kawasan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan
hutan lindung saja. maka pemanfaatan Hutan Lindung
sebagaimana dengan tegas diatur dalam Undang-Undang
No.41 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah No. 34
Tahun 2002 hanya meliputi tiga Jenis usaha
pemanfaatan; yaitu pemanfaatan kawasan lindung,
pemenfaatan Jjasa lingkungan dan pemungutan hasil

hutan bukan kayu. Namun demikian dalam PP No. 31

* Ibid,



Tahun 2002 terdapat pasal karet yang memungkinkan
dilakukan perubahan pada ketentuan pemanfaatan hutan
lindung. Hal ini dapat ditelaah dari ketentuan Pasal
19 Undang-Undang MNo. 41 tahun 1999, yang menyatakan
bahwa .%® (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan
pada hasil penelitian terpadu, (2) Perubahan
peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
() yang berdampak penting dan cakupan yang luas
garta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah
lengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (3}
fetentuan tentang tata cara perubahan peruntukan
kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dilihat dari fungsinya, hutan terbagi menjadi

3, yaitu (a) fungsi konservasi, (b) fungsi lindung,

% UU 41 tahun 1999. Pasal 19 ayat (1) Perubahan peruntukandan fungsi kawasan hutan

ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu, (2) Perubahan
peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan
yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat, (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

P
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®  Pemanfaatan kawasan

dan (c) fungsi produksi.
lindung diberikan dengan mengajukan izin usaha
pemanfaatan. Izin usaha ini dapat diberikan kepada
perorangan maupun koperasi.®®

Dalam penjelasan Undang-ndang No. 41 Tahun 1999
dinyatakan bahwa, pemanfaatan kawasan pada hutan
lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan
kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama
ki wasan. Pemanfaatan tersebut dapat berupa : (a)
kF adidaya jamur, (b) penagkaran satwa dan ()
yudidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan dinyatakan bahwa, pemanfaatan kawasan
pada Hutan Lindung meliputi; (a) wusaha budidaya

tanaman obat (herba), (b) usaha budidaya tanaman

hias, (c) usaha budidaya jamur, usaha budidaya

% Ibid., Pasal 6 ayat (1).
5 Ibid., Pasal 27 ayat (1).
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perlebahan, (d) wusaha budidaya penangkaran satwa
liar, atau (e) usaha budidaya sarang burung walet.®
Dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada hutan
lindung tidak boleh : (a) menggunakan peralatan
mekanis, (b) membangun saramna dan prasarana
permanen; dan/atau (c) mengganggu fungsi kawasan.

Usaha budidaya tanaman obat (herba), usaha
budidaya tanaman hias dan usaha budidaya tanaman
jaour, meliputi pesemaian, penanaman, pemeliharaan,
prmanenan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran.
l saha budidaya perlebahan meliputi kegiatan
erbuatan tempat sarang lebah, pemeliharaan,
pemanenan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran.
Usaha budidaya penangkaran satwa liar meliputi
kegiatan perbanyakan dan atau pembesaran satwa liar.
Usaha budidaya sarang burung walet meliputi,
kegiatan pemelihaiaan, pemanenan, dan pengamanan
serta pemasaran.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada hutan lindung

adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi Jjasa

* Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. PP No. 34 Tahun 2002.
Pasal 19 ayat (2).
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lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan
mengurangl fungsi utamanya, seperti : pemanfaatan
untuk wisata alam, pemanfaatan air dan pemanfaatan
keindahan dan kenyamanan.

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 mengatur
pemanfaatan jasa lingkungan meliputi : (a) Usaha
wisata alam; (b} Usaha olah raga tantangan; (c)Usaha
pemanfaatan air; (d) Usaha perdagangan karbon
{carbon trade); atau (e) Usaha penyelematan hutan
dan lingkungan.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun
1999 dinyatakan bahwa, Pemungutan hasil hutan bukan
kayu dalam hutan 1lindung adalah segala bentuk
kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu
dengan tidak merusak fungsi utama kawasan.

Dalam Undang-Undang No.l Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dinyatakan bahwa, usaha
pertambangan bukan termasuk bidang usaha vyang
tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA).°° BRidang-

bidang usaha vang tertutup untuk penaman modal asing

" Indonesia , Undag-undang tentang Penanaman Modal Asing, UU No, | tahun 1967.
Tanggal 10 Januari 1967, Pasal 6.
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secara pengusahaan penuh, ialah bidang-bidang yang
penting bagi negara dan menguasail hajat hidup rakyat
banyak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1867 tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa,
“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai
kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan
pe kerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat
cdilaksanakan sendiri oleh instansi Pemerintah atau
nerusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang
kuasa pertambangan”. Penunjukan menteri diberikan
berdasarkan-Kcntrak Karya Pertambangan (KKP).

Kensep KKF terutama diterapkan pada FMA
pertambangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat
(1) UU PMA, vang menyatakan bahwa, YYPenaman madal
asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu
kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya
atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.”

Investasi wusaha pertambangan merupakan sarana

negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
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{economic growth), guna memperluas lapangan kerja,
mengembangkan industri substitusi import untuk
menghemat devisa, mendorong eksport nonmigas untuk
menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun

prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

Makna Perpu No. 1 Tahun 2004 terhadap Kelangsungan
Kontrak Karya Pertambangan (KEKP) Antara Pemerintah
din Perusahaan Pertambangan

Perpu vyang berpedoman pada Undang-Undang Daszar
1945 mempunyai makna yang sangat Jjelas, vyaitu
dibentuk dan diundangkan karena keadaan yang tidak
normal. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 19245
Fasal 22, suatu ketentuan berbentuk Perpu akan
dikeluarkan apabila Negara berada dalam keadaan
kegentingan yang memaksa. Keadaan tersebut memaksa
pemerintah  untuk bertindak <cepat dan tepat.
Dikeluarkannya Perpu tersebut harus pula mendapat
persetujuan DPR. Mengacu pada ketentuan Pasal 22 UUD
1945 tersebut, apabila ditinjau dari substansi

Perpu No. 1 Tahun 2004 secara keseluruhan, syarat-
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syarat untuk dikategorikan sebagai Perpu tidak

dipenuhi. Pengkaijian terhadap suatu ketentuan

berbentuk Perpu dapat dilihat dari fungsinya, dan
materi muatan Perpu tersebut.

1. Perpu No. 1 Tahun 2002 Dilihat dari fungsinya
sebagai Peraturan Pemerintah sebagai Undang-
Undang (PERPU) .

Fungsi PERPU sama dengan fungsi Undang-undang
yang mencakup menyelenggarakan pengaturan lebih
lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
1545, vang tegas-tegas diatur dalam Pasal 22 UUD
1945 tentang syarat-syarat dan akibat keadaan
bahaya. Pengaturan lebih lanjut secara umum, sebagai
pedoman dasar lainnya dapat dilihat dalam Batang
Tubuh UUD 1945. Fungsi ini tersirat dalam Penjelasan
Umum UUD 1945 Alinea IV yang menentukan telah cukup
jikalau Undang Undang Dasar hanya memuat aturan-
aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai
instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain
penyelenggara negara untuk menyelenggarakan
kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama

bagi negara yang baru terbentuk dan negara muda,
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lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya
memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan
yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan
kepada Undang-undang vyang lebih mudah caranya
membuat, mengubah, dan mencabut.”

Pengaturan lebih lanjut ditentukan dalam TAP
MPR vang tegas-tegas menentukan bahwa, Undang-undang
adalah dasar untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar
atau Ketetapan MPR. Pengaturan lebih lanjut dari
ketentuan dalam TAP MPR secara tegas menyebutkan
bahwa, maksud dikeluarkannya suatu ketentuan adalah
apabila sesuatu masalah disebut secara tegas dalam
TAP MPR untuk diatur dengan Undang-undang, maka kita
harus mengaturnya dengan undang-undang.

Pengaturan di bidang materi Konstitusi,
seperti:0Organisasi, tugas dan susunan lembaga
tertinggi/tinggi negara, Tata hubungan antara negara
dan warga negara dan warga negara dan antara warga

negara/penduduk timbal balik.®

* Maria Farida indrati Soeprapto, fmu Perundang-Undangan Desar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta © Kanisius,
2001}, him. 113-115.
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2. Perpu No.l Tahun 2002 Dilihat dari Materi Muatan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPU) .

Materi muatan Perpu adalah setingkat dengan
Undang-Undang yang dibuat dalam kegentingan vyang
memaksa, dibentuk Presiden, dan mempunyai fungsi
yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan
kedudukan Undang-undang, maka materi muatannya
adalah sama dengan materi muatan dari Undang-
undang. **

3. Dilihat dari Proses Pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 22 UUD
1945 beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (FPERPU)
tersebut mempunyai Thierarki, fungsi dan materi
muatan yang sama dengan Undang-undang, hanya di

dalam pembentukannya Perpu berbeda dengan suatu

% [bid.. him. 131.
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Undang-undang. Suatu Undang-undang selalu dibentuk
oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dan dalam keadaan normal, sedangkan Perpu
dibentuk Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat karena adanya “kegentingan vyang memaksa”.
Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa,
sebagal vercordeningsrecht Presiden berhak untuk
mengatur dan menentukan dalam kegentingan vang
memaksa,

Perpu ditetapkan untuk mengatur suatu materi
yang seharusnya diatur dengan Undang-undang. MNamun,
Undang-Undang dikeluarkan tanpa disyaratkan adanya
keadaan yang mendesak, sedangkan diundangkannya
suatu Perpu karena alasan keadaan yang mendesak,
sehingga tidak mungkin ditangguhkan sampai adanya
sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk membicarakan
Rancangan Undang-Undang yang mengatur materi
tersebut. Dikeluarkannya Perpu tersebut dimaksudkan
untuk mengatasi keadaan agar keselamatan negara

dapat dijamin oleh Pemerintah. Oleh karena itu,

% ibsid, him. 150
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terpaksa Pemerintah bertindak cepat dan tepat,
dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang
mempunyai kekuasaan dan derajat sama dengan undang-
undang, tetapi dibuat tanpa persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka
runtunan proses perundang-undangan untuk Perpu
berjalan lebih singkat, mengingat pembentukan PERPU
tentunya dilakukan dalam hal kegentingan yang
memaksa. ©Cleh karena itu, beberapa mata rantai
prosesnya dipersingkat, misalnya Panitia Antar-
Departemen menjadi tidak selalu perlu dan permintaan
tanggapan dan pertimbangan para Menteri/Kepala
Lembaga Pemerintah Non-departemen yang bersangkutan
perlu lebih dipercepat.? Namun demikian dengan
adanya Perpu 1 Tahun 2004 memberikan kesempatan
dibukanya kembali usaha pertambangan bagi 13
perusahaan, dan diharapkan investasi tersebut akan
dapat membantu Pemerintah dalam (1) Menyediakan

Lapangan EKerja, (2) mengembangkan Industri Substitut

® g, him 151, diambil dar A, Hamid Attamimi, Mekanisme Perundang-undangan, makalsh pads Penyusunan Program
Legistalil, Jakarta, BPHN, 1979,
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Import Untuk Menghemat Devisa, (3) Mendorong
Perkembangan Industri Barang-barang Eksport HNon
Migas Untuk Mendapatkan Devisa, (4) Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan 5) Alih Teknologi.
1. Penyediaan lapangan kerja.
Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun
1997 vang kemudian berkembang menjadi krisis
ekonomi, penggangguran mengalami peningkatan yang
sangat besar, terutama pengelclaan sumber daya alam
tambang dan hutan. Ada beberapa fakter yang
menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia,
Pertama terjadinya krisis ekonomi, sehingga
menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan investasi
l asing. Kedua, banyak perusahaan mengalami
kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar
negeri membesar akibat melemahnya rupiah. Salah satu
dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan
perusahaan membeli bahan baku yang berasal dari luar
negeri, menurunnya permintaan masyarakat akan barang
dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang gulung
tikar atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar

sebagian pengusaha mengurangi produksi dan
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mengurangi Jjumlah tenaga kerjanya. Ketiga, laju
pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun
sebesar 1,7 juta orang.?”

Menurut Center for ILabor and Development
Studies (CLDS),?® jumlah pengangguran saat ini sudah
pada tahap mengkhawatirkan karena jumlahnya mencapai
42 Fjuta jiwa pada tahun 2002 dan dengan perkiraan
pertumbuhan ekonomi sekitar 3%, maka angka
pengangguran pada tahun 2003 akan mencapai 43,6 juta
dan pada tahun 2004 mencapai 45,2 juta. Pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2004 ini diperkirakan mencapai
4,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002
sebesar 3,5% tidak dapat menyediakan kebutuhan
lapangan kerja. Menteri Koordinator kesejahteraan
rakyat saat itu mengatakan,” bahwa pertumbuhan
ekonomi 3%-4% per tahun tidak akan cukup menyerap

pengangguran dan tidak cukup untuk mengurangi angka

** Raden Pardede. Kompas Agustus 2002,
" Republika, 13 Mei 2002.
T Bisnis Indonesia, Selasa, 30 Juli 2002.
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kemiskinan di Indonesia, karena dengan angka
pertumbuhan ekonomi sebesar itu, praktis tidak ada
aktivitas ekonomi yang mampu menampung luapan tenaga
kerja.

Pada tahun 2003, Pemerintah menargetkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 4%, laju inflasi 9%,
nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp. 9000/USS%,
penerimaan minyak dan gas sebesar Rp. 70,97 triliun.
Banyak kalangan sebelumnya menilai asumsi itu
terlalu optimis, sekalipun tidak memadai untuk
menyerap sekitar 8 Jjuta penganggur terbuka saat
ini.®
Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 4%,
Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan dari
penerimaan pajak, hasil ekspor migas dan nonmigas,
tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika
hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka
pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan

berkelanjutan, wuntuk itulah diperlukan investasi

(asing) .

* Bisnis Indonesia, Selasa, 17 September 2002.
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Pertumbuhan angka investasi jelas akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya
mempengaruhi Jjumlah pengangguran serta perputaran
roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi
yang optimal dapat memicu terjadinya ledakan
pengangguran yang akan menciptakan permasalahan
sosial dan memperburuk stabilitas keamanan maupun
pelitik. Gejolak sosial politik pada gilirannya akan

menganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

2. Mengembangkan Industri Substitusi Import untuk
Menghemat Devisa

Pada perrmulaan kembalinya investasi asing ke
Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Neo.l Tahun
18967 tentang Penanaman Modal Asing, Pemerintah
mengembangkan  industri  import, untuk menghemat
devisa. Perusahaan-perusahaan Asing di Indonesia
memproduksi barang-barang yang sebelumnya di import.
Dengan berkurangnya import Indonesia akan barang-

barang jadi, maka akan dapat menghemat devisa.
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3. Mendorong Berkembangnya Industri Barang-barang
Ekspor Nonmigas Uuntuk Mendapatkan Devisa.

Dalam 1lima tahun terakhir mulai tahun 1897
sampai 2001, kegiatan ekspor nonmigas dan migas
mengalami fluktuasi . Pada tahun 1998 nilai ekspor
nonmigas menurun 3,65 persen dan pada tahun 1989
menurun 4,57 persen. Ekspor nonmigas mengalami
kenaikan sebesar 22,92 persen terjadi pada tahun
2000, namun pada tahun 2001 kembali menurun sebesar
8,99 persen.

Terdapat beberapa fakter vang menyebabkan
terpuruknya nilai ekspor Indonesia, antara lain,
Pertama, rendahnya harga komoditas migas; Kedua,
rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat
suku bunga. Perubahan nilai tukar telah
mengakibatkan meningkatnya biaya produksi (biaya
penggunaan bahan baku, bahan penclong impor dan
biaya produksi); Ketiga, rendahnya produksi sektor
riil; Keempat, melemahnya daya saing komoditas
tradisiconal seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis
dan karet yang telah diolah; Kelima, pasar domestik
tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk
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akibat jatuhnya ekonomi glocbal. Pasar-pasar
tradisional ekspor Indonesia seperti Amerika
Serikat, Eropa Barat dan Jepang juga sempat terpuruk
dalam krisis ekonomi.

Merosotnya nilai ekspor Indonesia mengancam
sektor riil. Daya saing industri vyang berorientasi
eksopr yang menyerap tenaga kerja besar menijadi
sangat menurun. Ini terjadi antara lain pada
industri, kayu, pulp dan kertas, elektronik, textil,
alas kaki, dan produk kulit yang merupakan 70 persen
dari total ekspor nonmigas, dan menyerap 70 persen
dari total tenaga kerja.™

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,'®
perkembangan ekspor Indonesia adalah sebagai
berikut: (1) tahun 1998 ekspor migas sebesar 7,9
milliar US$ dan non migas sebesar 40,9 milliar US$ ,
(2) tahun 19899 ekspor migas sebesar 9,8 milliar US$
dan nonmigas sebesar 38,7 milliar US3, (3) tahun

2000 ekspor migas sebesar 14,4 milliar US$ dan

* Tempo, 6 Januari 2002,
'™ Republika, Senin 19 Agustus 2002.
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nenmigas sebesar 46,9 milliar USs; (4) tahun 2001
ekspor migas sebesar 5,6 US$ dan ekspor nonmigas
sebesar 21,6 milliar USS.

Amerika serikat merupakan negara yang memberikan
nilai ekspor terbesar dengan jumlah rata-rata 6,9
juta deollar AS, disusul Jepang 6,6 Jjuta dollar AS,
Singapura 5,3 juta dellar AS, Hongkong 1,6 Jjuta
decllar AS dan Belanda 1,6 juta dellar AS.

Sejak krisis ekonomi ekspor nasicnal nonmigas,
terus mengalami penurunan. Padahal dari ekspor
inilah, 1Indonesia dapat mempercleh devisa dengan
cepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan
recovery ekonomi. Penurunan ini juga dirasakan oleh
industri tekstil dan produksi tekstil.!”® Menurunnya
ekspor Indonesia berpengaruh terhadap berkurangnya
cadangan devisa.

Untuk menutup difisit transaksi berjalan,
Pemerintah harus memacu nilai ekspor baik migas
maupun nonmigas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi

beberapa kendala, seperti, masalah likuiditas mata

' 1awa Pos, 6 Januari 2002.
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uang asing, penegakan hukum yang lemah, kurangnya
jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensi
perubahan kebijakan.®

Untuk itulah, Indonesia harus memperbaiki
berbagai hambatan dalam ekspor dan mencari pasar
alternatif untuk memasarkan produk ekspor. Salah
satu strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong
kinerja ekspor dapat dilakukan dengan memberikan
paket stimulus pada sektor elektronik dan sektor
vang lain. Selain itu, Pemerintah harus mampu
menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan
mekanisme yang efektif serta iklim yang
kompetitif,'®

Untuk meningkatkan nilal ekspor baik migas dan

nonmigas diperlukan adanvya investasi. Dengan
peningkatan nilai ekspor diharapkan akan
meningkatkan devisa atau valuta asing yang

dicadangkan dan dikuasai oleh Bank. Dana inilah yang

"% Bisnis Indonesia, Kamis, 12 Desember 2002,
'Y Bisnis Indonesia, Sabtu, 11 Januari 2003.
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akan digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban
lain kepada pihak asing.

Selain mendorong datangnya investasi Kkhususnya
asing, untuk meningkatkan ekspor memerlukan adanya
perbaikan iklim usaha. Hasil survei indeks
kepercayaan eksportir vang dilakukan coleh perusahaan
konsultan Castle Asia (catatan kaki) menyatakan
bahwa, indeks kepercayaan eksportir untuk Jangka
pendek pada kuartal ketiga tahun 2002 mengalami
penurunan, yakni dari 32,5 persen menjadi 27,0

Y Untuk itu, Gabungan Importir Naasional

persen. '’
Indonesia (GINSI) meminta Tim Koordinasi Peningkatan
Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang
dibentuk berdasarkan Keppres No. 54 tanggal 23 Julil
2002, agar segera mengkoordinasikan upaya-upaya

pemberantasan berbagai penyelundupan secara

intensif.!'®

14 Kompas, 26 Agustus 2002,
15 Republika, 20 Agustus 2002.

114



4, Pembangunan Daerah-daerah Tertinggal

Investasi diharapkan sebagal salah satu sumber
pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan
untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan,
telekomunikasi, perhubungan udara, air minum,
listrik, air bersih, jalan, rel kereta api,
pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan
dalam rangka membangun daerah-daerah vang tertinggal
atau rusak akibat terjadinya berbagai konflik
seperti di Propinsi Nagroe Aceh Darussalam, Papua,
Maluku dan Poso.

Kawasan yang menjadi prioritas untuk dijadikan
tempat investasi adalah di Kawasan Timur Indonesia
(KTI). Menurut Manuel Kaisipo!®® ada tiga investor
asing yang telah menanamkan investasi pertambangan
di EKawasan Timur Indonesia sebesar 2,1 millir.
Investasi tersebut dilakukan di tiga daerah KTI
yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya.

Di Sulawesi Utara, investasi yang dilakukan
adalah di bidang pertambangan emas, sedangkan di

Maluku Utara dan Irian Jaya investasi di bidang

1% Tempo Interaktif, 4 September 2001.
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pertambangan nikel. Investasi ini telah menyerap 10
ribu sampai 30 ribu tenaga kerja yang sebagian besar
berasal dari masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi daerah Papua dan
masyarakat setempat, Pemerintah Malaysia dan Brunei
berjanji akan mengajak dan mendorong para pengusaha
di negaranya untuk menanam modal di daerah

tersebut.'?

Kehadiran investor selain mengembangkan
bisnis juga untuk membangun daerah setempat. Untuk
mendukung proyek tersebut, Pemerintah Daerah Papua
harus mempersiapkan infrastruktur dan menciptakan
kondisi  keamanan. Infrastruktur vang terpenting

adalah pembangunan Jjalan, Jjembatan, dermaga dan

pelabuhan udara di setiap kabupaten dan kecamatan.

5. Alih teknologi

Penanaman modal {asing) diharapkan dapat
mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu
pengetahuan. Kelemahan negara berkembang dalam
bidang teknoleogi akan sangat mempengaruhi proses

transformasi dari agraris menuju industrialisasi.

"7 Kompas, 26 Juli 2002.
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Untuk menggiatkan investasi {asing) Xkemudahan-
kemudahan saja tidak cukup tetapi diperlukan juga

adanya perlindungan Hak EKekayaan Intelektual.

C. Tumpang Tindih EKewenangan Perijinan Usaha

Pertambangan Pasca Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2004.

Menarik untuk dicermati dalam pembahasan
kewenangan izin dinvestasi usaha pertambangan di
Indonesia. Kcocordinasi antar instansi Pemerintah
dapat dikatakan sangat lemah dalam hal pemberian ijin
ini. Hal ini dapat dimaklumi karena ijin usaha
pertambangan bukan hanya persetujuan Kuasa
Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan atau
Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara,
tetapi vyang lebih penting adalah ijin penggunaan
lahan wvang berkaitan dengan hutan.

Pada masa lalu sebelum hutan Indonesia
diusahakan secara besar-besaran,permasalahan tambang
di kawasan hutan dapat diselesaikan dengan baik oleh
Pemerintah, karena dampak kerusakan  hutan dan
penambangan belum sehebat sekarang ini. Namun saat

ini hutan yang ada ternyata sudah tergradasi dan
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sudah tahap vyang mengkawatirkan bagi kelangsungan
lingkungan hidup ummat manusia.

Jika dikaitkan dengan kewenangan 1ijin usaha
pertambangan, Menteri Kehutanan dapat memberikan ijin
pinjam pakai kawasan hutan, vyaitu Menteri dapat
menyerahkan penggunaan atas sebagian kawasan hutan
baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan
kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di
luar sektor kehutanan tanpa mangubah status,
peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.'%®

Kawasan hutan yang dapat dipinjam pakaikan, pada
dasarnya hanya kawasan hutan produksi yang diserahkan
penggunaannya kepada pihak lain dengan cara pinjam
pakai. Kawasan hutan selain hutan produksi, hanya
dapat dipinjam pakaikan kepada pihak lain bila akan

dipergunakan untuk kepentingan umum terbatas.!%®

Yang dimaksud dengan kepentingan umum terbatas
adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang
pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan
dimiliki o©leh Instansi Pemerintah serta tidak

'** K eputusan Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-11/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutem. Tahun 1994., Pasal 1.

1% 1bid., Pasal. 9.
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digunakan untuk mencari keuntungan, untuk keperluan
pembuatan Jjalan umum, galuran pembuangan air,

saluran pengairan, fasilitas pemakaman umum,
fasilitas keselamatan umum, repeater telekomunikasi,
stasiun-stasiun  pemancar radio, stasiun relay

televisi, bak penampung dan pipa saluran air
bersih, !1°

Kewenangan Menteri Kehutanan di dalam Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam pemeberian ijin
usaha pertambangan diatur dalam Pasal 38 ayat (5).'"
Kewenangan ¢tersebut sejalan dengan ketentuan hukum
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Kehutanan Pasal 1 ayat (15) vang dinyatakan Menteri
adalah menteri yang diserahi tugas dan
bertanggungjawab di bidang kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang
Ne. 41 Tahun 1999, sebenarnya dibuka peluang untuk
memberikan ijin usaha pertambangan di Hutan Lindung
meskipun dengan persyaratan yang sangat ketat, dan
hal ini sebagai wujud ketidakserasian antara

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan

"% sbid., Pasal 1 Angka 3.

"' pasal 38 ayat (3) Penggunaan kabwasan hutan untuk kepentingan pertambangan

dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan
luas dan jangka waktu terdentu serta kelestarian lingkungan. Ayat (5) Pemberian ijin pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan vang Juas serta bernilai
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
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dan kehutanan. Secara eksplisit pemberian ijin usaha
pertambangan di hutan lindung “dapat diberikan”
jika mengacu ketentuan Pasal 38 Ayat (L), (2)
(3) (5) dan vyang “tertutup/tidak diperbolehkan”
bagi penambangan dengan pola pertambangan terbuka
tercermin dalam ketentuan Ayat (4).'%*

Kewenangan perijinan yang dimiliki oleh Menteril
Kehutanan sangat mutlak karena Menteri diberi amanat
oleh undang-undang. Penguasaan hutan oleh Negara,
berarti memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

(a) mengatur dan mengurus segala sesuatu vyang
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan
hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah
tertentu sebagail kawasan hutan dan kawasan

hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan (c)
mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan

hukum antara orang dengan  hutan, serta
mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan. '*°

"% Indonesia , Undang-Undang tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 38
Ayat (1) dinyatakan bahwa, Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
Juar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan
hutan lindung, (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, (3) Penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, (4)
Pada kawasan hutan lindung dilarang melokukan penambangan dengan pola pertambangan
terbuka. Dalam Pasal 38 Ayat (5) telah ditentukan bahwa, pemberian ijin pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) vang berdampak penting dan cakupan vang luas, serta
bernilai strategis dilakukan Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

'3 Ibid., Pasal 4 Avat (2).
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Penafsiran peraturan perundang-undangan vyang
dipengaruhi oleh rezim economies dan kapitalisem
akhirnya mengalahkan rezim environmentalisemu
terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan. Apakah hal tersebut dapat
dibenarkan? Tentunya dapat dibenarkan secara hukum.
Pemerintah telah melaksanakan proses secara
benar, sebab proses pembuatan Perpu tersebut telah
melalui mekanisme hukum vyang berlaku dan sudah
mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat saat
itu.

Secara philosofis dan sosiologis dapat
dikatakan Perpu tersebut tidak tepat, karena tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 UUD 1945, terutama Ayat (1) Dalam hal kegentingan
yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*!

" Jimly Asshiddigie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat,

Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.hal. 29,
dikatakan “mengenai apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa ini sering
menimbulkan penafsiran yang melfuas. Karena itu, sebaiknya hal ini lebih disempurnakan
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Jika dilihat dari fungsi, materi muatan dan
proses pembentukannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu 1 Tahun 2004) sebenarnya tidak
perlu dikeluarkan karena malah akan menyimpang dari
konsep hukum Perpu itu sendiri.

Dengan demikian dikeluarkannya Perpu No.l Tahun
2004, tidak menyelesaikan permasalahan investasi
usaha pertambangan, karena kunci semua itu adalah
tumpang tindih perijinan wusaha pertambangan yang
menyebar pada instansi-instansi pemerintah. Instansi
tersebut dapat dari Pemerintah Pusat yang mengacu
pada Undang-undang pertambangan dan undang-undang
yang mengatur tentang Kehutanan. Masalah krusial
yang sebenarnya harus diselesaikan adalah mengenai

format perijinan usaha

dengan mengaitkannva dengan pengertian  keadaan darurat yang pemberlakuannya
dipersyaratkan memenuhi Kkriteria-kriteria yang diatur dengan undang-undang. Misalnya,
ketentuan berkenaan dengan keadaan darural yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan
undang-undang tahun 1954 adalah keadaan darurat perang, darurat militer atau darurat sipil
dengan ukurannya masing-masing. Jika salah satu keadaan tersebut sudah diberlakukan, maka
barulah Pemerintah berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
ini.
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Kewenangan Menteri Kehutanan adalah kewenangan
Pemerintah Pusat.'’ Undang-Undang No. 22 tahun 1999
telah mengatur dalam Bab IV tentang Kewenangan
Daerah, Pasal i kewenangan daerah mencakup
kewenangan dalam seluruh  bidang Pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan
bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang
strategis, konservasi, dan standarisasi nasicnal.

Dalam Undang-undang penggantinya, yaitu Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan yang menjadi

"% Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Pasal | bagian a, disebutkan
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ke 15, disebutkan Menteri adalah menteri
yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
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urusan Pemerintah, meliputi (a) peolitik luar negeri;
(b) pertahanan; fic) keamanan; (d) wyustisi; (e)
moneter dan fiskal nasiocnal, dan (f) agama.116
Undang-Undang  No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah:

Pasal 2 menyatakan bahwa,

(1) Eewenanangan Pemerintah mencakup kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan
dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama serta kewenangan bidang lain.

(2) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang
perencanaan nasional, dan pembangunan nasional
secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan
standardisasi nasional.

(3) Kewenangan bidang lain, terutama yang berkaitan
dengan bidang Kehutanan ditetapkan dalam Pasal
2 ayat (3) butir 4 bagian ¢, dinyatakan
kewenangan Pemerintah dalam Bidang Kehutanan
dan Perkebunan, vaitu penetapan kawasan hutan,
perubahan status dan fungsinya. Butir 7 bidang
Fenanaman Modal dinyatakan pemberian izin dan
pengendalian penanaman modal untuk usaha
bertekneologi strategis vyang mempunyaiderajat
kecanggihan dan berisiko tinggi dalam
penerapannya.

''® Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU No, 32 tahun
2004, LN. No. 125. TLN No. 4437.
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Kewenangan Menteri Kehutanan yang terkait
langsung dengan izin usaha pertambangan diatur dalam

Pasal 38 ayat (5) UU apa?.”?

Kewenangan Menteri
Kehutanan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum
vang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang

2.2 Menteri

Kehutanan Pasal 1 ayat (15) UU apa
Energi dan Sumber Daya Mineral® sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal Pasal 1 huruf j Undang-Undang
No.1ll Tahun 1967, mempunyai tugas dan kewenangan
meliputi urusan pertambangan. Kewenangan tersebut
tercermin dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 17 dan
Pasal 18. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa;” Menteri
dapat memberikan ijin Kuasa Pertambangan, KKP, PKP

2B, sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku”

""" Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kabwasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan
melalui pemberian ijin pinjam pakai olech Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan
jangka wakiu tertentu serta kelestarian lingkungan. Ayat (5) Pemberian ijin pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

""® Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kabwasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan
melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan
jangka wakiu tertentu serta kelestarian lingkungan. Ayat (5) Pemberian ijin pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

" Ketika lahirya Undang-Undang No.11 Tahun 1967, Menteri yang dimaksud adalah

Menteri Pertambangan, pada saat ini Menteri yang diberi kewenangan dan dimaksud berdasarkan
Undang-Undang No.11 Tahun 1967 adalah Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral.
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Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-
Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan'’’. Kewenangan pemberian ijin yang
dimiliki Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
hanya dalam lingkup perijinan yang berkaitan dengan
tambang, tetapi tidak termasuk perijinan kawasan
hutan maupun lahan yang pberstatus hutan. Perijinan
juga berlangsung di departemen masing-masing
akibatnya maka, terjadi tumpang tindih lahan hutan
dan lahan untuk usaha pertambangan. Dalam kawasan
hutan lindung wyang Jjumlahnya 30,316 Jjuta hektar
terjadi tumpang tindih dengan kawasan usaha
pertambangan seluas 11,4 juta hektar.'®

Setelah diberlakukanya  Undang-Undang No.22
Tahun 1999, Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun
1967 kembali diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia HNo. 15 Tahun 2001 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11

" ndonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan |
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, LN. No. Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2831.

"I Forest Watch Indonesia, Menambang di Hutan Lindung, 2003.
126



Tahun 18967 tentang [Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan. Perubahan ketentuan tentang pemberian
kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 1 , vyang
memberikan kuasa pertambangan kepada Bupati/Walikota
dan Gubernur.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Kewenangan Popinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 dan Pasal 10.'*
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Momor : 1453 K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Umum dinyatakan dalam bidang
pertambangan, Gubernur sesuai kewenangannya berhak
memberikan izin kepada atas permchonan pencadangan
wilayah pertambangan apabila pencadangan wilayah

yang dimohon terletak pada wilayah lintas

Kabupaten/Kota dan wilayah laut di luar sepertiga

' Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang

pemerintahan vang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang
pemerintahan tertentu lainnya.(1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga
kewenangan vang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. (2)
Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
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dari batas laut daerah Propinsi. Gubernur Juga
memberikan 1ijin Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak
Karya (KK) dan Perjanjian Kerja Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKPZB), sesual lingkupnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
diatur dalam FKeputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor : 1453 K/29/MEM/2000 Tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di
Bidang Pertambangan Umum. Bupati/Walikota dapat
menerima/menclak dan memberikan izin Kuasa
Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian
Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),
sesuai lingkupnya.

Memperhatikan kewenangan—-kewenangan vyang ada,
maka terdapat hal yang berbeda dalam perijinan di
sektor usaha pertambangan. Ijin usaha yang diberikan
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Gubernur dan Bupati/Walikeota banyak tergantung dari
jenis lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha.
Jika berkaitan dengan kawasan hutan, maka kunci
pemberian ijin usaha pertambangan ada pada Menteri

Kehutanan. Perubahan perijinan usaha pertambangan
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yang sentralistik  kepada Daerah  Propinsi dan
Kabupaten/Kota djuga belum menjamin bahwa perusahaan
pertambangan akan memperhatikan aspek sosial dan
lingkungan. Daerah cenderung menambah investasi
dengan tujuan dan alasan untuk mendapatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)} daripada melaksanakan
pelestarian lingkungan hidup.

Dengan kewenangan yang besar sebenarnya Menteri
Kehutanan dapat berperan aktif untuk membina dan
memonitor terhadap ijin yang telah diberikan.
Kementerian Lingkungan Hidup dapat berperan lebih
aktif karena pada dasarnya Kementerian Lingkungan
Hidup turut berperan aktif dalam proses perijinan
sampal pengawasan terhadap operasional perusahaan
dan penegakan hukum lingkungan.

Peraturan perundang-undangan di bidang
investasi selama kurun waktu terakhir belum mampu
mencerminkan aspek kepastian  hukum. Hal ini
disebabkan munculnya peraturan yang cenderung

memberatkan investor. Komite Pemantauan Pelaksanaan
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Otonomi Daerah (KPPOD)'? mengusulkan agar prosedur
penanaman modal dalam pelayanannya dilakukan satu
atap wuntuk menghindari dualisme. Investasi asing
akan sulit masuk ke Indeonesia tanpa  adanya
pengaturan yang Jelas antara pusat dan daerah.
Departemen Dalam Negeri menerangkan dalam
pelaksanaan dan implementasi otonomi daerah banyak
terjadi konflik antar Provinsi dengan kabupaten/kota
dan antar kabupaten/kota karena adanya perbedaan
penafsiran Undang-Undang Nomor Z2ZZ Tahun 19989 saat
itu. Salah satu pasal yang menimbulkan masalah
diantaranya Fasal 11 ayat (2) yang memberikan
kewenangan secara wajib kepada kabupaten/kota untuk
menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang
penanaman modal. Hal tersebut bertentangan dengan
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing vyang memberikan kewenangan
kepada pemerintah dengan pemberian persetujuan

permchonan Penanaman Modal Asing.

2002.

" KPPOD : Undang-Undang Investasi Perlu Layanan Satu Atap, Bisnis Indonesia, 5 Juni
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Dampak vyang paling nyata dari pelaksanaan
otonomi daerah adalah menyangkut masalah perijinan.
Perijinan merupakan faktor yang sangat wvital vyang
menentukan apakah investor bersedia menanamkan
modalnya atau tidak. Menurut Deputi Menteri Negara
Investasi Bidang Pengembangan Usaha Nasicnal
mengatakan untuk menarik Investor asing menanamkan
modalnya ke Indonesia relatif masih sulit, karena
mereka masih mengkhawatirkan pelaksanaan UU No. 22
Tahun 1899 tentang Otonomi Daerah. Mereka
mengkhawatirkan pelaksanaan ou tersebut akan
mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, apabila pada
saat 1ini terlanjur menanamkan modalnya di daerah.
Selain itu, dengan diberlakukannya otonomi daerah
menyebabkan terjadinya KKN dalam bentuk lain di
daerah-daerah. Hal 1ini ditandai dengan beberapa
pemilihan Pemerintah Daerah vyang dilaksanakan,
sering kali tidak dapat  berjalan sebagaimana
mestinya, sehingga menimbulkan instabilitas. Untuk
melakukan pembenahan ekonomi, pemerintah dituntut
untuk menyusun dan menyempurnakan sejumlah Undang-

undang yang terkait dengan pemulihan ekonomi.
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Pada saat ini, pemerintah bersama DPR sedang
berusaha menyelesaikan pembahasan sekitar 120
Rancangan Undang-undang yang akan menjadi
dasar kebijakan dalam membenahi perekonomian
Indonesia yang mulai menunjukkan perbaikan. Salah
satunya, Undang-undang tentang Penanaman Modal dalam
rangka menciptakan iklim yang betul-betul kondusif
bagi dunia wusaha untuk menggerakkan perekonomian
Indonesia. Para pengusaha sangat membutuhkan
ketertiban, sehingga mereka tidak ragu dalam
melakukan kebijakan investasi.

Salah satu RUU yang saat ini sedang
dipersiapkan pemerintah adalah RUU tentang
investasi, pemerintah akan menerapkan kebijakan
equal treatment dengan menghilangkan status PMA dan
PMDN. Semangat yang terkandung dalam RUU investasi
adalah perlakuan yang sama (equal treatment),
keterbukaan, dan pelayanan satu atap terhadap

berbagai rintisan investasi.

132



D. H.qpaq'l':;‘,;p Hukum TInvestasi Usaha Pertamangan di
Indnnqgiﬁ p*lam Hubungannya Dengan diberlakukannya
Perpy Ne,} Tahun 2004

Jika melihat lebih jauh proses lahirnya Perpu 1
Tahun 2004, maka perlu dipertanyakan apakah benar
dengan Perpu tersebut memberikan kepastian hukum dan
tidak menimbulkan dampak negatif dari kegiatan
pertambangan tersebut. Untuk memahami konsep Perpu 1
Tahun 2004 dapat dilihat dari makna Perpu itu
sendiri.

Perpu vyang berpedoman pada Undang-Undang Dasar
1545 mempunyai makna vyang sangat jelas, yaitu
dikeluarkan untuk mengatasi keadaan vyang tidak
normal. Apabila dilihat dari substansi secara
keseluruhan Perpu 1 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa
terbentuknya Perpu 1 Tahun 2004 tersebut, keadaannvya
tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan Perpu

tersebut.
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Pada saat 4ini, Perpu sudah diberlakukan namun
kepastian hukum bagi investasi usaha pertambangan
belum ada jaminan. Hal ini disebabkan lahirnya Perpu
tidak sesuai kenyataan yang ada dan dilahirkan oleh
keputusan politik vyang dalam petik “tergesa-gesa”.
Masalah kegiatan pertambangan tidak murni masalah
investasi tetapi lebih kepada kearipan penguasa untuk
mencari sumber pendanaan yang lebih baik. Pemerintah
perlu segera melakukan amandemen terhadap semua
peraturan perundang-undangan yang yang terkait dengan
Pengelolaan Sumber Daya Alam, karena sudah tidak
sesual dengan keadaan saat sekarang.

Sebagai contoh adalah Undang-Undang No. 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
menyatakan bahwa, Wilayah hulkum Pertambangan
Indonesia adalah mencakup seluruh kepulauan
Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan
paparan benua (continental shef) kepulauan Indonesia.
Makna ini sangat luas dan belum memikirkan

permasalahan kawasan hutan. %

" Pasal 1 huruf k. UU No. 11 Tahun 1967.
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Pasal 38 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
khususnya Pasal 19 dan Pasal 38 vyang memberikan
peluang untuk penggunaan kawasan hutan untuk usaha
pertambangan dengan cara pinjam pakai. Perubahan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 telah diganti dengan
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tidak terpikirkan
bagaimana mengantisipasi konflik kawasan hutan untuk
usaha pertambangan. Meskipun usaha pertambangan
sudah ada terlebih dahulu dari Undang—-undang
Kehutanan pada kenyataannya tidak pula diatur
bagaimana mengatasi permasalahan usaha pertambangan
pada kawasan hutan.

Ijin pinjam pakai kawasan hutan Jjuga tidak
secara Jjelas memperbolehkan usaha pertambangan di
kawasan hutan, bahkan Surat Keputusan Menteri
Eehutanan pada waktu itu dikeluarkan dengan melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya UU MNo. 5 Tahun 1367 dan UU Neo. 5 Tahun 1990
dan karena alasan ekonomi dan investasi. Dampaknya
sampai saat ini konflik penanganan areal bekas
pertambangan menjadi tidak Jjelas antara Departemen-

departemen terkait.
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Banyak areal pertambangan yang ditinggalkan
karena habis ijinnya atau sengaja ditinggalkan oleh
pemegang ijin dan hanya dibiarkan dan ditelantarkan,
bekas areal pertambangan menjadi kubang-kubang besar
yvang sudah tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk
aktifitas kehidupan manusia.

Berbagai pemerhati hukum dan praktisi
pertambangan mengatakan bahwa, masalah usaha
pertambangan menjadi tidak menentu disebabkan oleh
perubahan Undang-undang, dari Undang-Undang No. 5
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kehutanan diganti dengan Undang-Undang No. 41 Tahun
1599 tentang Kehutanan, yaitu dalam Ketentuan
Peralihan tidak mengakomedir terhadap kontrak-kontrak
usaha pertambangan yang telah ada sebelum lahirnya
undang-undang (Perpu 1 Tahun 2004). Inti dari Perpu
sebagaimana dinyatakan dalam konsideran bahwa,
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tidak mengatur
mengenai kelangsungan perijinan atau perjanjian
pertambangan vyang telah ada sebelum berlakunya
Undang—undang tersebut, sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang
136



pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor
vang telah memiliki ijin atau perjanjian sebelum
berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga
menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam
mengembangkan investasi. Dalam rangka terciptanya
kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan
yvang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat
serta kepercayaan investor untuk  berusaha di
Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan
terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.

Dilihat dari konsideran Perpu tersebut, menurut
penulis terdapat kecercbohan Pemerintah dalam membuat
perjanjian—-perjanijian usaha pertambangan di
Indenesia. Seharusnya dalam konsep pembahasan sebelum
lahirnya Undang-undang Kehutanan sudah menjadi
pricritas untuk diselesaikan. Pemerintah disini akan
menjadi tidak dalam posisi yang baik, karena investor
usaha pertambangan di Indonesia akan berpendapat

bahwa tidak ada kepastian hukum.
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Sebaliknya, Pemerintah juga harus tunduk pada
keterlibatan Indonesia dalam dialecg glebal yang
membahas masalah kehutanan yang menempatkan
sumberdaya hutan nasional sebagail global ownership.
Hutan tidak semata-mata untuk kepentingan manusia
{antroposentrik), dikonsumsi dengan boros
{konsumtif), dan obyek yang boleh dieksploitasi
sesuai dengan keinginan (deterministik) . Dalam
kaitannya dengan lingkungan hidup konsep kehutanan
dibahas dalam Forum Glcbkal yang antara lain
diselenggarakannya United Nations Conference on Human
Environment (UNCHE), atau Konferensi Lingkungan
Hidup, di Stockheolm, Swedia, pada 1972. Pada hari
pembukaan konferensi tersebut, 5 Juni, selanjutnya
ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia,
Konferensi Stockhelm telah menghasilkan resolusi
monumental, yaitu pembentukan badan khusus PBB untuk
masalah lingkungan : United WNations Environmental
Programme (UNEP), yang markas besarnya di tetapkan di
Nairobi, Kenya, Convention on International Trade 1in
Endangered Species (CITES) atau Konvensi PBB mengenail

perdagangan internasicnal jenis—-jenis Flora dan Fauna
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vang terancam punah merupakan tanggapan terhadap
tindak lanjut dari rekomendasi Konferensi Stockholm
Nomor ©99.3.CITES ditetapkan pada suatu konferensi
diplomatik di Washington DC, pada 3 Maret 1973 dan
mulai diterapkan pada 1 Juli 1975. Misi dan tujuan
CITES adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan
dan satwa darl kepunahan di alam melalui system
pengendalian Jjenis-jenis tumbuhan dan satwa, serta
produk-produknya secara internasional.

Menyadari eskalasi masalah lingkungan, pada 1983
PBB membentuk World Commission on Environment and
Development (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan
Pembangunan) yang di ketahui oleh Ny Gro Brundtland,
Perdana Menteri MNorwegia. Komisi ini menyelesaikan
tugasnva pada tahun 1987 dengan menerbitkan laporan
“Our Common Future“ wyang di kenal dengan Laporan
Brundtland. Tema laporan 1ini adalah Sustainable
Development (pembangunan berkelanijutan). Komisi ini
mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagail
suatu upaya vyang mendorong tercapainya kebutuhan
generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep
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=i} o | menekankan pentingnya pertumpuhan ekonomi
tanpa mengorbankan standar lingkungan vyang tinggi.
Inilah Underlying Concept pembangunan berkelanjutan
yang hingga saat ini terus berkembang mengikuti
dinamika perubahan.

Bwal 1980-an, keberadaan hutan tropis mulai
diagendakan dalam dialog <global. Suatu  proses
negosiasi yang panjang telah berlangsung di bawah
naungan UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development}). Hasil dari pertemuar global
tersebut dibentuknya International Tropical Timber
Agreement (ITTA) atau Perjanjian Kayu Tropis
Internasional, ITTA merupakan perjanjian multilateral
tentang komoditas yang di adepsi pada 18 November
1983 di Geneva dan mulai diberlakukan pada 1 April
1985. ITTA melandasi pembentukan Organisasi
Internasional Kayu Tropis (International Tropical
Timber Organization /ITTO) Pada 1986. Saat ini ITTO
beranggotakan 58 negara, yang terdiri dari 33 negara
produsen dan 25 negara konsumen. Indonesia termasuk
tiga negara dengan vote terbesar (146) bersama Brazil

{158) dan Malaysia (1l03). Besarnya vote ini, antara
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lain ditentukan oleh 1luas hutan dan wvolume ekspor
negara anggota.

Fokus kegiatan ITTO adalah pengelolaan hutan
berkelanjutan (Sustainable Forest Management /SFM).
ITTC merupakan forum dialog multilateral untuk
menciptakan harmonisasi kebijakan dan panduan guna
melestarikan persediaan kayu tropis di pasaran
internasicnal, melalui pelestarian sumber daya hutan
tropis di pasaran internasional, melalui pelestarian

sumber daya hutan tropis. Kegiatan ITTC Yokohama

Action Plan wyaitu : (1) meningkatkan transparansi
pasar kayu internasional: (2) promosi kayu tropis
dari hutan yaﬁg dikelola secara lestari; (3)

mendukung kegiatan untuk pengamanan sumber kayu
tropis; (4) meningkatkan pengelolaan hutan
berkelanjutan; (5) meningkatkan pengelolaan kayu
tropis dari sumber yang lestari; dan (6) meningkatkan
efisiensi dindustri pengolahan dan pemanfaatan kayu
tropis secara lestari.

ITTO telah menerbitkan sejumlah panduan (police
document) untuk meningkatkan pengelolaan hutan tropis

dan konservasi hutan, serta memberikan kegiliatan
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kepada negara anggotanya untuk menerapkan panduan
tersebut dalam bentuk bantuan proyek. Dana
pelaksanaan provek berasal dari negara-negara
konsumen. Pentingnya keberadaan organisasi in
tercermin dari adanya proses perpanjangan ITTA 1983
menjadi ITTA 129%4. sSelanjutnya, ITTA 1894 yang masa
berlakunya akan berakhir pada 31 Desember 1996, kini
sedang dalam tahap perundingan untuk dapat
diperbaharui. Proses perpanjangan ITTA 1994 telah
dilakukan melalui beberapa pertemuan pendahuluan,
dimulai dari sidang preparatory Committee / PrepCom I
(Panama,Mei 2003), Sidang PrepCom II {(Yokohama,
November 2003}, dan pertemuan Friends of the Chair con
the Ngotiations of a Successor Agrimment to the ITTA,
1994” (Interlaken, April 2004). Pertemuan Interlaken
diharapkan dapat memuluskan proses perundingan
berikutnya.

Hasil Pertemuan Interlaken mengindikasikan
adanya tiga masalah utama yang akan menjadi
perdebatan dalam proses perundingan berikutnya, yaitu
Sidang UNCTAD for the Negotiation of a Successor

Agreement to the ITTA, 1994 (Geneva, Juli 2004). Dua
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puluh tahun setelah Konferensi Lingkungan Hidup di
Stockhelm, atau lima tahun setelah terbitnya
Laporan Brundtland, PBB menyelenggarakan United
Nations Conference on Environment and Development
(UNCED) atau Konferensi  Khusus tentang Masalah
Lingkungan dan FPembangunan atau vyang lebih dikenal
dengan KTT Bumi (Earth Summit) pada tahun 1952 di Rio
de Janeiro, Brazil. Jargon ™“Think globality, act
locally”, wyang menjadi tema KTT Bumi menjadi populer
untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap
lingkungan. KITT Bumi menekankan pentingnya semangat
kebersamaan (multilaterisme) untuk mengatasi berbagai
masalah yang ditimbulkan oleh developmentalist dan
upaya-upaya melestarikan lingkungan
(environmentalist) .

Dalam KTT Bumi, Pemimpin dunia mengkompromikan
rencana-rencana besar yang terkait dengan pembangunan
berkelanjutan yang <didasarkan atas perlindungan
lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam tiga dokumen
yang secara hukum mengikat (legally binding) dan tiga

dokumen vyang secara hukum tidak mengikat (non-legally
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binding). Legally binding documents terdiri dari

tiga konvensi

1.,

Convention on Biologicall Diversity (CBD) atau
Konvensi Keanekaragaman Hayati;

United Nations Framework Convention on Climate
Change {UNFCCC) atau Konvensi Kerangka PBE
tentang Perubahan Iklim;

Convention to Combat Desertificaticn (CCD) atau

Konvensi tentang Mengatasi Degradasi Lahan.
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Neon-legally binding documents terdiri dari tiga

kesepakatan, yaitu

i

Rico Decleration tentang Prinsip vang menekankan
hubungan antara lingkungan dan pembangunan;

Forest Principles, yang menyatakan pentingnya hutan
bagi pembangunan ekonomi, penyerap karbon atmosfer,
perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan
Daerah Aliran Sungai.

Agenda 21 a rencana komprehensif mengenai program

pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad 21.

Tindak lanjut penting KTT Bumi adalah
pembentukan Commision on Sustainable Development/CSD
(Komisi Pembangunan Berkelanjutan) berdasarkan
resclusi Majelis Umum PBBE. Komisi ini diberi mandat
untuk memcnitor pelaksanaan kesepakatan KTT Bumi,
meningkatkan kerjasama internasicnal, serta mengkaji
kemajuan pelaksanaan Agenda 21 pada semua tingkatan.
Penempatan hutan dalam forum global berkembang terus

dari pembangunan berkelanjutan (World Summit o©n
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Sustainable Development/WSSD) vyang menekankan pada
pengelolaan hutan berkelanjutan yang dimaknai dalam
perspektif luas yang mencakup pengelolaan hutan
dalam dimensi pembangunan ekonomi, sosial, budaya
dan perlindungan lingkungan hidup.

Kepastian hukum usaha pertambangan dari jumlah
total areal vyang telah diijinkan Pemerintah Pusat
maupun Daerah berdasarkan data tahun 1996, untuk KP,
KK dan PKP2B telah mencapai 35.976.917,16 Ha.'?"
kawasan lahan hutan yang digunakan untuk areal
pertambangan sekitar 11,4 Juta hektar.'” Segera
mungkin ditata kembali tentang luasan hutan yang
akan dipergunakan untuk kegiatan pertambangan.
Royalti vyang dipercleh oleh Pemerintah dari usaha
pertambangan hanya sekitar 1-4 % dari pendapatan
yang diperoleh dari sebuah industri penambangan, dan
sisanya mereka bawa ke negara asal investor.?®

Diduga, rovalti vyang kecil tersebut dikarenakan

Pemerintah tidak dalam posisi yang kuat dalam

= Sembiring, S.F. Peran Industri Pertambangan Umum Dalam Pengembangan Wilayah,
Paper pada Temu Profesi Tahunan V, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Jakarta, 29
agustus 1996.
26 Forest Watch Indonesia, Menambang di Hutan LindungMei-Juli 2003.
' Ibid.
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“bernegeosiasi” dengan para investor pertambangan
yang datang ke Indonesia untuk memberikan modal.
Sudah seharusnya, pemerintah memiliki kecerdasan
dalam meramu kerjasama dengan investor supaya
perekonomian Indonesia dapat membaik dengan tidak
merusak ekosistem yang ada. Royalti tersebut perlu
dikaji apakah seimbang dengan kerusakan lingkungan
yang terjadi pada areal pertambangan. Mungkin nilai
dari pendapatan yvang diperocleh dari industri
pertambangan memang besar dibandingkan dengan
industri sektor lain, rnamurn nilai tersebut
sebenarnya tidak sebanding dengan dampak negatif
yang ditimbulkan, seperti kerusakan hutan sebagai
sumber kehidupan baik bagli masyarakat disekitar
hutan, perkotaan, maupun di sekitar pesisir dan
laut, kerusakan keanekaragaman hayati yang dimiliki
Indeonesia baik di daratan maupun di lautan,
kerusakan budaya leluhur dan kearifan tradisocnal
yang dimiliki masayarakat adat, polusi terhadap
sungai, tanah, dan udara yang dikarenakan
pengelolaan terhadap pembuangan limbah dari industri

pertambangan vyang sembarangan, sehingga asyarakat
147



sekitar 1industri  pertambangan banyak yang
tercemari oleh polusi tersebut, dan mempengaruhi
kesehatan mereka. Munculnya konplik antar masyarakat
dan kenflik dengan perusahaan pertambangan itu
sendiri.

Diduga, sektor pertambangan ini merupakan
sektor kegiatan ekonomi yang paling merusak di
seluruh kegiatan eksploitasi sumber daya alam,
mengubah bentang alam, merusak dan menghilangkan
total vegetasi yang ada diatasnya. Pertambangan
mengeluarkan limbah vyang cukup besar dalam bentuk
tailing maupun batuan limbah. Lahan-lahan bekas
pertambangan, jika tidak direhabilitasi akan
berbentuk kubangan-kubangan raksasa, hamparan tanah
gersang yang bersifat asam.'?®

Dengan Perpu saja belum memberikan Jjaminan
kepastian hukum bagi usaha pertambangan di
Indonesia. Langkah konkrit, Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat segera melakukan amandemen Undang-

Undang Penanaman Modal, Kehutanan, Pertambangan, dan

" Contoh mengenai terdapat kubangan-kubangan raksasa bekas galian pertambangan
terlihat di bekas-bekas areal pertambangan timah di Pulau Belitung, atau bekas-bekas pertambangan

emas
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menyusun strategi yang membangkitkan investor untuk
melakukan investasi di Indonesia. Karena investor
sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan
melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut
mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu;
kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas
paligik, 1

Oleh karena itu, bagi negara-negara berkembang,
untuk dapat mendatangkan investor setidak-tidaknya
dibutuhkan tiga syarat yaitu; Pertama, ada economic
oportunity (inwvestasi mampu memberikan Kkeuntungan
secara ekonomis bagi investor); Kedua, political
stability (investasi sangat dipengaruhi stabilitas
politik); Ketiga, legal certainty atau kepastian
hukum.
1. 8yarat kesempatan ekonomi (Economic Opportunity)

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya
kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat
dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku,

tersedia lokasi untuk mendirikan pabrik wyang cukup,

120

Pancras J. Nagy, Country Risk, How to Asses, quantify and monitor (London :
Euromony Publications, 1979) halm.54.
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tersedianya tenaga kerja vyang murah dan tersedianya
pasar yang prospektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara
umum masih memiliki keunggulan alamiah dan
komparatif, seperti; Pertama, negeri yang sangat
luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam.
Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak.
Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk
pasar dan potensi tenaga kerija yang murah.

Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia
masih menjadi tempat tujuan penanaman medal yang
menarik bagi investor asing meskipun penegakan
keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan
banyak pihak.*?? Selain potensi-potensi ini,
International Moneter Fund {IME) memperkirakan
ekonoml Indonesia bakal mengalami beooming seperti
negara Asia lainnya. Syaratnya, Pemerintah harus
serius dalam melanjutkan reformasi vyang dapat
meyakinkan pasar. Langkah-langkah untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi adalah dengan melaksanakan

reformasi struktural yvang meliputi reformasi

¥ Media Indonesia. Indonesia Masih Menarik Investor Asing, 7 Oktober 2000.
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perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta
reformasi hukum.

Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia, saat
ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan
Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi vyang
menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.
Berdasarkan kajian Bank Dunia, kemiskinan di
Indonesia bukan sekedar 10-20 persen penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan, 60 persen penduduk
berpendapatan di bawah USS 2 per hari, sehingga
sangat rentan terhadap kemiskinan pendapatan dan
sosial. Insentif yang paling efektif untuk menarik
investasi adalah jika Pemerintah mampu menegakkan
hukum dan memberikan jaminan keamanan. Ketegasan
Pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan,
terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan .
Banyak investor asing masih tertarik untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia

masih memiliki  keunggulan komparatif dibanding

dengan negara-negara tujuan investasi vyang lain.

P! Kompas, Berbagai Revisi untuk Menarik Investasi Asing, Rabu, 24 April 2002.
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Investor tidak akan melihat insentif pajak seperti
tax holiday sebagai daya tarik investasi, melainkan
apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum.

Indonesia masih merupakan negara utama tujuan
investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia
Tenggara. Alasannya, luas wilayah dan  Jjumlah
penduduk di atas 200 Juta merupakan insentif wvang
menarik para investor. Untuk itu, Pemerintah perlu
mengurangi sektor usaha vyang masuk dalam daftar
negatif investasi yang selama ini tertutup bagi
investor asing.

Faktor accountability dengan melakukan
reformasi secara konstitusional serta memperbaiki
sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat
yang sangat penting dalam rangka menarik investor.
Dorocdjatun Kuntjoro  Jakti  mengungkapkan masih
kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat
masih adanya kendala yang menyangkut sistem
perpajakan,  kepabeanan, prosedural birokrasi,

administrasi daerah, dan soal perburuhan.*

132 Bisnis Indonesia, 13 Juni 2002.
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2. Aspek Substansi Hukum

Peraturan perundang-undangan di bidang
investasi selama kurun waktu terakhir belum mampu
mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini
disebabkan munculnya peraturan vang cenderung
memberatkan investor. Peraturan di bidang investasi
masih tersebar dimana-mana dan membawa ego masing-
masing Departemen. Kepastian hukum dalam investasi
sangat dipengaruhi pula oleh :
a. Aparatur Hukum

Bparatur hukum mempunyal peran yang sangat
besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim
yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum
meliputi badan judikatif, legislatif, dan eksekutif.
Kualitas aparat hukum yang seringkali menyebabkan
kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para
investor, dapat terlihat dari budaya atau pola-pola
ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-
barang, sepertli mobil mewah, senjata, tekstil,
elektronik dalam jumlah besar dapat 1loclos di

kepabeanan, padahal tidak dilindungi dengan dokumen
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yang sah.'  Penyelundupan mobil mewah bahkan
menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi
(pemotongan mobil menjadi beberapa bagian).
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh
MCKinsey and Company mengenal peringkat pelaksanaan
good corporate governance pada lima Negara di Asia
yvang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan
Amerika dinyatakan bahwa, Indonesia menempati
peringkat terendah dalam pelaksanaan good corporate
governance. “*Survei juga menunjukkan, lebih dari 75
responden menyatakan isu mengenal pemerintahan lebih
penting dari pada isu mengenail keuangan. Dalam
surveli +tersebut, juga tercermin sebenarnya para
investor rata-rata setuju untuk membayar 27 persen
premium jika perusahaan-perusahaan Indonesia
menerapkan prinsip good corporate governance.
Indonesia, sebetulnya tidak perlu merasa khawatir
akan dijauhi investor asing. Investasi yang sudah

ada tidak akan lari Jjika sistem usaha yang bersih

(clean business) diterapkan. Menurut Amien Rais,

'** Media Indonesia, 27 Maret 2000,
" Kompas, Indonesia Terpuruk Dalam Good Carparate Gavernance, 25 Juni 2000.
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kalau Indonesia jauh dari KEN, maka investor akan
datang berduyun-duyun ke Indonesia.
b. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan
masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor
asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan
pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan
yang berkaitan dengan hukum. Para investor sangat
membutuhkan adanya kepastian hukum vyang diwujudkan
melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama
yang ada dan adanya kepastian tentang mekanisme
penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pada saat ini, budaya hukum (legal culture) di
Indonesia belum mampu  terbangun dengan baik.
Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat
mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap
hukum yang sangat beragam. Salah satu faktor yang
mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para

pengusaha atau investor.
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Berdasarkan hasil survei Transparency
International, lembaga anti korupsi, '*menemukan
faktor bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menvuap
para pejabat negara berkembang. Pada =sisi lain,
dalam laporan  tersebut, para pengusaha asing
menyatakan buruknya kondisi pengadilan di Indonesia.
Sebagai contoh, perusahaan Singapura mengeluh karena
menurut mereka pengadilan terlalu dini mengambil
keputusan, sebelum keterangan para tergugat
didengar. Nasib yang sama, dihadapi juga perusahaan-
perusahaan asuransi asal kanada, manulife, Philip
Hampden Smith. Kasus vyang sama Jjuga menimpa,
International Finance Corporation (IFC) sebuah anak
perusahaan Bank Dunia. Meski perkaranya sudah sampai
ke Mahkamah Agung, upaya IFC menyelesaikan sengketa

lewat pengadilan kandas.

3. Syarat stabilitas Politik (Political Stability)
Investor mau datang ke suatu negara sangat
dipengaruhi oleh faktor political stability

(stabilitas politik). Terjadinya konflik elit plitik

*3 Media Indonesia, Clean Business Akan Datangkan Investor, 3 Maret 2000.
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atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap
iklim investasi. Penanam meodal asing akan datang
dan mengembangkan  usahanya jika negara  yang
bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan
proses demokrasi yang sangat konstitusional.
Memburuknya iklim investasi, meningkatkan countriy
risk dan belum mantapnya kondisi sosial politik
mempunyail pengaruh yang signifikan terhadap arus
modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam
pengembangan politik di Indinesia. Akibatnya
terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak
dan disebutkan pernah mencapai 40 milliar dollar AS
dalam beberapa bulan setelah krisis finansial tahun
1897. Akibatnyva vang lain, sampai saat ini Indonesia
tidak termasuk negara favorit untuk berinvestasi.
Hasil pemeringkatan vyang disusun perusahaan AT
Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam
25 negara favorit tujuan investasi, sementara Cina
menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat.
Sebenarnya risiko politik dan risiko ekonomi
suatu negara tidak akan menyurutkan minat investasi,

jika ada kompensasi terhadap risiko bentuk “return”
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® Dengan paket kebijakan vyang

vang lebih tinggi.!?
dapat memberikan return yang btinggi kepada
investor, diharapkan aliran modal masuk dapat segera
mempercepat pemilihan ekonomi nasiocnal.

Terlepas dari penilaian perusahaan AT Kearney
sebenarnya daya tarik yang dapat dibuat Pemerintah
untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan
investasi. Namun beberapa kali momentum ini lewat
bagitu saja akibat tingginya ketidakpastian risiko
di Indonesia vang berasal dari faktor internal.
Pertikaian antar elit politik menjadi salah
satu pemicu instabilitas yang pada gilirannya
mengganjal upaya-upaya recovery ekonomi. Konflik
politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha
Indonesia. Karena alasan kekhawatiran menyangkut
politik, lembaga pemeringkat internasicnal Moody’s
Investors Service mengatakan, tidak akan menaikkan
peringkat obligasi dan surat utang, serta peringkat

deposito bank Indonesia dalam valuta asing.'¥’

% Suara Pembaharuan, Country Risk Indonesia Masih Tinggi, 24 Mei 2000.

*7 Kompas, Kenaikan Peringkat R1 Terganjal Problem Politik, 7 Maret 2001,
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Dengan country risk yang sangat tinggi, maka
bhanyak investor enggan datang ke Indonesia. Bank
Pembangunan Asia (ADB)'® menilai, perekonomian
Indonesia masih berisike dan dapat terancam oleh
ruwetnya kemelut ekonomi dan politik. Faktor lain
yang menjadi menghambat, kegagalan dalam mengatasi
korupsi yang mewabah serta memperbaiki transparansi
dan efisiensi. Untuk restrukturisasi ekonomi, ADB
memperkirakan bakal terhambat oleh kondisi sosial
pelitik vyang tak mendukung. Untuk menarik atau
meningkatkan modal asing,. paling tidak diperlukan
tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertdma,
mempertahankan secara terus menerus keuntungan
ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengan
kata lain, penanam modal asing mempunyai kesempatan
ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan
investasinya. Kedua, perlu menciptakan adanya
kepastian hukum vyang mencerminkan kebenaran dan
keadilan serta tidak bersifat diskriminatif.

Kepastian hukum ini harus maliputi aspek substansi

¥ Media Indonesia, Negara Teluk Akan Tingkatkan Investasi Sebagai Bukti Komitmennya
kepada Indonesia, 25 April 2000,
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huokum, mulai dari Undang-undang sampai dengan
peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan
pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam
pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan
aparatur hukum yang professional dan bermoral serta
didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.
Ketiga, stabilitas politik. Untuk menjamin
keberlangsungan investasi asing, diperlukan adanya
stabilitas politik dan harus dihindari munculnya
konflik wertikal (antara elit politik) dan konflik

horisontal (konflik antara kelompok masyarakat).

Syarat kepastian hukum (legal certainty)

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik
dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor
akan datang ke suatu negara, apabila dirasakan
negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif.
Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung
iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai
dari ijin untuk usaha sampai dengan bilaya-biaya yang

harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.
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Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya
penegakan supremasi hukum (rule of law).

Oleh karena itu hokum sangat berperanan untulk
menumbuhkan investasi. Hukum sebagaimana dinyatakan
oleh Savigny, “.. law is an expression.. together with
language, of the spirit of a people (Volksgeist).
This deeply mystical idea at least involves the
nation that law is much more than a collection of
rules or judicial precedents. The spirit of a nation
or people is the encapsulation of its whole history,
the collective experience of the social group
extending back through the ages of its existence.
The law of such a people or nation written down at
any given time 1s no more than a static
representation of a process which is always
continuing : the evolution of culture..”*?

Hukum merupakan cerminan dan hasil dari cita-
cita (idealisme), rasa, karsa, dan karya masyarakat,
berdasarkan pengalamannya sesual dengan perjalanan
masyarakat yang bersangkutan dari waktu ke waktu.

Dalam menggalakan investasi tersebut, hukum
tidak boleh dipandang hanya sekedar kumpulan
peraturan semata-mata. Hukum harus merupakan

cerminan ekspresi masyarakat mengenai apa yang baik

"*? Roger Cotterrel, The Sociologi of Law : An Intruduction, (London : Butterworth & Co Ltd,
1984., p. 23.
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dan apa vyang buruk. Hukum merupakan cita-cita
masyarakat tentang kedamaian. Oleh karenanya proses
penegakan dan pembaharuannya mengikuti perubahan
peradaban masyarakat yang diaturnya. Idealnya,
perubahan hukum harus sejalan dengan perubahan/
perkembangan peradaban manusia. Menempatkan hukum
bukan hanya dipandang sebagai suatu contrel social
yang dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat
saja. Hukum harus dipandang juaga sebagai salah satu
dari fungsinya sebagai “social engenering”. Hukum
dalam pengertian “social control” dijadikan sebagai
aspek normatif dari kehidupan social (social 1ife).
Dalam Thokum investasi  hukum merupakan suatu
variable yang kuantitatif, yang masing-masing
berbeda menurut waktu dan tempat. Bilamana terjadi
suatu kasus dalam masyarakat, maka tujuan penggunaan
terapi hukum adalah mengembalikan kondisi masyarakat
kembali normal (normality). Seperti pada kasus

penambangan di dalam hutan, idealnya dalam pemberian

162



konsiliasi dapat terciptanya suatu keadaan
masyarakat yang harmony (social hamony) .'*?

Fungsi hukum dalam masyarakat, sebagaimana
pendapat Kchler bahwa, “.. law is relative to
civilization and laws are relative to the
civilization of time and place. There is no
universal body of legal institutions and legal rules
for all civilizations. Law 1is different 1in its
details. Law is alike in the fundamental quest, that
is, the furthering ecivilization through a forcible
ordering of thing.™™ Dalam hubungan dengan
“eivilization”, Kohler mengatakan bahwa, ".. it is
the social development of human powers toward their

PR Dengan demikian

highest possible unfolding.
hokum berfungsi sebagal agen pembangunan social
secara keseluruhan.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Pound, hukum

dilukiskan sebagai hubungan antara individu vyang

p-1-5.

“* Donald Black, The Behavior of Law, (USA : Academic Press, Inc Orlando Florida, 1976).,

"' Roscoe Pound, “Interpreiation of Legal History”, WM, W. GAUNT & SONS, INC.,

Holmes Beach, Florida, USA., 1986, p.143,

"2 rhid.
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satu dengan lainnya dalam kaitannya dengan tujuan
hukum dalam memenuhi kepuasan kebutuhan vyang di
inginkan manusia. Menurut Pound, “The individual was
the organ of humanity and humanity was perfected as
the individual perfected himself. Undoubtedly there
is truth in this. One great agency in social
progress is individual spontaneous initiative. Hence
the social interest in individual free action as
part of the scocial Iinterest in the individual
life.”**® Kohler, sebagaimana disitir Pound, dalam
mencapai tujuan hukum ada dua Jjalan vyang dapat
ditempuh. Pertama adalah, "“. it is maintain existing
values of civilization.” seperti yang dilakukan oleh
Bangsa Greek dan Bangsa Romawi vyang diikuti oleh
bangsa-bangsa pada abad pertengahan, vyang mereka
pandang sebagai tujuan akhir dari hukum. EKedua,
membentuk hokum yang baru untuk mengantisipasi
perkembangan dan pertumbuhan kehendak manusia. Jika
hal-hal vyang berkaitan dengan investasi dikaitkan
dengan pendapat yang disampaikan Kohler dan Pound

sangat tepat untuk mengatasi kesulitan investasi di

19 1bid., p. 144.
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Indonesia. Seharusnya peraturan perundangan-undangan
yang mengatur investasi di Indonesia menggunakan
teori Pound yang melihat Undang-undang sebagai “tool
of social control and a tool of social

? kelihatannya sangat tepat apabila

engineering, **
peraturan perundang-undangan dalam rangka
meningkatkan investasi di Indonesia berfungsi
sebagai sebagail pengawasan sosial dan hukum
dijadikan sebagai alat untuk pembangunan baik secara
substansi, struktur, maupun budaya hukum.

Pound menggaris bawahi bahwa dalam memfungsikan
hukum sebagal Yalat rekayasa sosial” harus mampu
melindungi tiga kepentingan dasar yakni kepentingan
umum, kepentingan social, dan kepentingan
perorangan.'?® Berdasarkan teori hukum sebagaimana
dikemukakan Pcocund sebenarnya tidak ada alasan Negara

mengalami kesulitan dalam memberikan jaminan

kepastian hukum untuk menarik investor.

'™ Roscoe Pound, Interpretation of Legal History, Chapter 7, dikutif dari W. Friedmann,

Legal Theory, (Terjemahan : Teori dan Filsafat Hukum Ideafisme Filosafis & Problematika
Keadilan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 140-147,

'3 Kepentingan umum yang dimaksud oleh Pound meliputi (1) kepentingan-kepentingan

Negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan hakikat kepribadian,dan (2) kepentingan-
kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan social (dalam W. Friedmann, op. cif.
hal. 141).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

L. Kesimpulan
Dari pokok permasalahan tentang peluang
investasi di bidang usaha pertambangan pada kawasan

hutan pasca berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2004,

setelah diaji dan dianalisis maka dapat diambil

kesimpulan sebagal berikut;

1. Investasi di Indonesia khusunya usaha pertambangan
munculnya didasari oleh faktor ekonomi dalam
rangka mencapai target mengejar pertumbuhan
ekonomi. Dengan investasi usaha di bidang
pertambangan diharapkan proyeksi pertumbuhan
ekonomi 5 persen tahun 2005 dan 5,5 persen pada
tahun 2006. Dengan kenaikan pertumbuhan tersebut
Indonesia memerlukan investasi Rp. 379,8 triliun
dan Rp. 471,4 triliun. Dari investasi vyang
diperlukan tahun 2005 sebesar Rp. 379,8 triliun
tersebut, hanya Rp. B2,3 triliun yang diperkirakan
berasal dari Pemerintah. Sebagaian besar, vakni

Rp. 297,5 triliun berasal dari masyarakat.
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Sementara itu diproyeksikan untuk tahun 2006, dari
investasi Rp. 471,4 triliun, sumber dana dari
masyarakat sebesar Rp. 378,6 triliun dan sisanya
sebesar Rp. 92,9 triliun berasal dari Pemerintah.
Investasi khususnya Asing di Indonesia sangat
diperlukan untuk berjalannya pemerintahan. Apabila
investasi tersebut dapat berjalan diharapkan dari
perusahaan tambang akan diperoleh pendapatan yang
mencapai 16,8 milyar dollar AS dengan perkiraan
tenaga kerja yang dapat terserap tidak kurang dari
63.892 orang. Investasi bidang usaha pertambangan
sebagai sarana meningkatkan devisa untuk negara
diharapkan dapat berjalan mulai tahun 2005. Dari
13 perusahaan diharapkan Pemerintah akan
memperoleh penerimaan negara berupa pajak dan
bukan pajak. Dari pajak akan diperoleh pendapatan
299,770.00 dollar US per tahun, bukan pajak
80,030.00 dollar US per tahun. Jika dijumlah
dengan g perusahaan lainnya, maka potensi
penerimaan negara per tahun dari Kontrak karya
Pertambangan dan PKPZB vang tumpang tindih dengan

kehutanan mencapai 501,064.00 ribu dollar US.
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Namun yang perlu diantisipasi bahwa, Jjenis usaha
di kawasan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan
hutan lindung saja. Pemanfaatan Hutan Lindung
tersebut dengan tegas diatur dalam Undang-Undang
No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 34
Tahun 2002 dan hanya meliputi tiga Jjenis usaha
pemanfaatan; vyaitu pemanfaatan kawasan lindung,
pemenfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil
hutan bukan kayu. OLeh karena itu, pembaharuan
hukum masih diperlukan baik dari  struktur,
substansi, maupun kultur (budaya hukum) baik dari
masyarakat investor, penegakan  hukum, maupun
pemerintah.

Dalam pemberian izin investasi usaha pertambangan
di Indonesia permasalahan vyang menonjel adalah
adanya tumpang tindih dalam penggunaan kawasan
hutan, khususnya hutan lindung dan hutan suaka
alam. Hal tersebut dilatar belakangi cleh substasi
hukum, vaitu peraturan perundang-undangan vyang
insinkreonisasi, menyebabkan kewenangan dalam
pemberian ijinpun terjadi tumpang tindih

kewenangan. Pada perjanjian pinjam pakai hanya
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dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan
zangat terbatas, sedangkan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral dalam memberikan izin usaha
pertambangan hanya sebatas perijinan yang menjadi
kewenangannya dan tidak mencakup kawasan hutan
yvang akan digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan. Gubernur dan Bupati/Walikota Jjuga
terikat dengan luasan kewenangan yang dimiliki.
Untuk peralihan fungsi hutan lindung ke hutan lain
adalah menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan
harus mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat.

. Dengan adanya Perpu 1 Tahun 2004, sebenarnya belum
dapat dikatakan memberi kepastian hukum investasi
di Indonesia. Seharusnya Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat melakukan amandemen terhadap
peraturan perundang<undangan yang berkaitan dengan
pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam. Perpu
1 Tahun 2004 1lebih bersifat politis karena
menyimpang dari filesofi Perpu itu sendiri. Dengan
kata lain, meskipun sudah ada Perpu jika Menteri

Kehutanan dan jajarannya tidak mau memproses dan
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mengeluarkan ijin penggunaan kawasan hutan lindung
kepada perusahaan pertambangan, maka perusahaan
tersebut tidak dapat melakukan kegiatan
pertambangan. Penafsiran Pasal 19 dan 38 Undang-
Undang No. 41 Tahun 1999 perlu dipertegas,
sehingga Perpu dapat dilaksanakan. Dampak
kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila
Pemerintah tidak konsisten melakukan penegakan
hukum terhadap para pelaku wusaha pertambangan,
terutama kerusakan terhadap hutannya sendiri,
masyarakat sekitar dan lingkungan. Pengalaman di
masa lalu sampal saat ini menunjukkan bahwa akibat
'
penambangan telah banyak mengakibatkan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup. Diduga, sektor
pertambangan ini merupakan sektor kegiatan ekonomi
yang paling merusak di seluruh kegiatan
eksploitasi sumber daya alam, merubah bentang
alam, merusak dan menghilangkan total vegetasi
yang ada diatasnya. Pertambangan mengeluarkan
limbah vyang cukup besar dalam bentuk tailing

maupun batuan limbah. Lahan-lahan bekas

pertambangan, 7Jjika tidak direhabilitasi maka akan
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akan berbentuk kubangan-kubangan raksasa, hamparan

tanah gersang yang bersifat asam.

B. SARAN

ini

Saran yang dapat diberikan dalam tulisan ilmiah
adalah :

Sudah saatnya Pemerintah melihat hutan bukan dari
sisli ekonomi saja tetapi seharusnya melihat hutan
dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,
sehingga dalam investasi selalu memperhatikan 3
aspek tersebut.

Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan amandemen
terhadap Peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan sumebrdaya alam untuk mengurangi
konflik dan kerusakan alam yang terjadi saat ini.
Pemerintah lebih mengkoordinasikan dalam
pembentukan dan pelayanan investasi dalam satu
atap agar proses perijinan lebih cepat dan

menjamin kepastian hukum.
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